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ABSTRACT

Dhika Ramadhani Putri S, 2020, Cooperation between Indonesia and Australia
in Managing Human Trafficking in Indonesia in 2016-2017, Thesis of
International Relations Study Program Faculty of Social and Political Sciences
UIN Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: Cooperation, Indonesia, Australia, Perdagangan manusia.

The issue of human trafficking is a serious problem for Indonesia. Human
trafficking cases have increased in 2016-2017. Various efforts have been made by
Indonesia to reduce the number of human trafficking, including bilateral
cooperation. This study aims to describe the implementation of cooperation
between Indonesia and Australia in dealing with human trafficking. The
collaboration carried out is the Australia-Asia program to Combat Trafficking in
Persons (AAPCTIP). This research is a descriptive qualitative research that uses
the theory of international cooperation as a tool of analysis. The results of this
study explain that the implementation of AAPCTIP is carried out by involving the
National Police, the Attorney General's Office, the Human Trafficking Crime
Task Force, PPATK, and LPSK. The program is the form of program funding,
training for law enforcement officers, facilitating meetings between members, and
workshops.

ABSTRAK

Dhika Ramadhani Putri S, 2020, Kerjasama Antara Indonesia Dan Australia
Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Indonesia Pada Tahun 2016-2017,
Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas llmu Sosial Dan limu
Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Kerjasama, Indonesia, Australia, Perdagangan Manusia.

Isu perdagangan manusia menjadi masalah yang serius bagi Indonesia. Kasus
perdagangan manusia mengalami ppeningkatan di tahun 2016-2017. Berbagai
uoaya dilakukan Indonesia untuk menekan angka perdagangan manusia, termasuk
melakukan kerjasama bilateral. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
pelaksanaan kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan
manusia. Kerjasama yang dilakukan ialah program kerjasama Australia-Asia
Program to Combat Trafficking in Persons (AAPCTIP). Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif deksriptif yang menggunakan teori kerjasama internasional
sebagai alat analisisnya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan
AAPCTIP dilakukan dengan melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, Gugus Tugas
Tindak Pidana Perdagangan Orang, PPATK, dan LPSK. Program tersebut berupa
pendanaan program, pelatinan terhadap aparat penegak hukum, memfasilitasi
pertemuan antar anggota, dan workshop.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa ini, kondisi perpolitikan dunia berubah disertai pula
perubahan pada kondisi keamanan dunia, hal ini dapat dilihat dari
munculnya isu-isu politik dan keamanan seperti maraknya aktivitas
terorisme, perampokan dan pembajakan, penyelundupan imigran gelap,
penangkapan ikan secara illegal, penjualan obat bius dan senjata
lingkungan, perdagangan manusia dan kejahatan lintas negara lainnya.
Bentuk kejahatan yang makin kompleks ini dijalankan oleh aktor-aktor
yang berada di negara lain dengan jaringan antar negara serta memiliki
fasilita tekhnologi dan keuangan yang memadahi. Isu keamanan dan
politik yang memiliki penanganan khusus yakni perdagangan manusia
(Perdagangan manusia) yang memerlukan kerjasama antar negara yang
bersangkutan jika hal tersebut tidak ditangani secara serius dapat

menganggunama baik negara.®

Perdagangan  manusia (Human  TRafficking)  merupakan
perbudakan modern. Perdagangan manusia terjadi tidak hanya di Indonesia
saja, namun perdagangan manusia juga terjadi antar negara, yang
menjadikan perdagangan manusia menjadi suatu kejahatan lintas negara

atau transnational crime. Setiap tahun terdapat ribuan wanita dan anak-

! Anna Kristyana Febryanti, Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia Dalam
Menanggulangi Human Trafficking Di Indonesia, Bandung: digilib Unpas, 2016) hal 1
http://repository.unpas.ac.id/622/



http://repository.unpas.ac.id/622/

anak maupun para imigran gelap dikirim dari negara satu ke negara yang
lain, hal tersebut merupakan bagian dari perdagangan manusia.? Sementara
tujuan dari perdagangan manusia ialah untuk eksploitasi baik seksual
maupun tenaga, yang merujuk pada sumber tenaga kerja illegal. Menurut
Cullent-Dupont penyebab yang memungkin terjadinya perdagangan
manusia ialah kemiskinan, aksses pendidikan yang tidak memadai,
prostitusi, sex tourism, bahkan korupsi.®> Perdagangan manusia merupakan
kejahatan yang melanggar HAM dengan sangat berat serta melanggar
nilai-nilai kemanusiaan. Perdagangan manusia terorganisir dengan baik
dan melibatkan berbagai elemen masyarakat di tingkat nasional, regional

dan internasional.

Gambar 1: Tingkat perdagangan manusia di Indo-Pasifik
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Sumber: Departemen luar negeri Amerika Serikat 2018

2 Op.cit hal 1
¥ Kathryn Cullen-DuPont. Human Trafficking, (New York: Infobase Publishing, 2009).



Dari gambar diatas menjelaskan bahwa perdagangan manusia
terjadi dimana saja, dan terlebih di kawasan Indo-Pasifik juga
menunjukkan eksistensi dari maraknya kasus perdagangan manusia.
Sedangkan kawasan Indo-Pasifik sendiri merupakan kawasan yang berada
di Samudra Pasifik Utara dan juga Samudra Hindia, dengan negara-negara
yang termasuk dalam kawasan indo-Pasifik adalah Mongolia, Tiongkok,
Nepal, Bhutan, Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Maladewa, Laos,
Thailand, Vietnam, Kamboja, Taiwan, Filipina, Korea Utara, Korea
Selatan, Jepang, Malaysia, Brunei, Indonesia, Palau, Timor Leste,
Mikronesia, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Fiji,

Tonga, Australia, Dan Selandia Baru.”

Melihat pada peta perdagangan manusia di Indo-Pasifik diatas jelas
terlihat bahwa Indonesia termasuk dalam kategori Tingkat Il yang mana
penanganan perdagangan manusia di Indonesia masih belum mencapai
standart minimum perlindungan korban perdagangan manusia. Oleh
karenanya pemerintah Indonesia berupaya dalam menekan perdagangan
manusia dengan beberapa cara seperti melakukan kerjasama dengan

negara lain.’

Pada peta perdagangan manusia di kawasan Indo-Pasifik, yang

mana terlihat jelas bahwa Indonesia juga termasuk dalam kawasan

*Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018.
https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-
orang-2018/ diakses juli 2020

%Op.cit https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-
tahunan-perdagangan-orang-2018/ diakses juli 2020
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tersebut. Selain itu juga, terdapat beberapa negara pada peta perdagangan
manusia di Indo-Pasifik, yang terkategori sebagai negara high destination
atau negara yang menjadi negara tujuan bagi pelaku perdagangan manusia.
Negara-negara di Indo-Pasifik yang termasuk sebagai negara tujuan

terbesar ialah Australia, India, Kamboja, Taiwan, dan Tiongkok.°

Faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan manusia
adalah kemiskinan, ketidak tersedianya lapangan pekerjaan, perubahan
pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak
berkesudahan.” Perdagangan manusia yang umumnya terjadi pada
perempuan dan anak menjadi jenis perbudakan yang terjadi masa Kini,
merupakan dampak dari krisis multi dimensional yang dialami Indonesia.
Berbagai pemberitaan memuat berbagai dampak perdagangan manusia
yang setiap tahun menunjukkan kualitas dan kuantitasnya, yang
menargetkan perempuan dan anak, hal ini sangat berbahaya sebab
menggangu keamanan baik negara maupun individu.®

Kasus perdagangan manusia di Indonesia menurut Unit-Anti
Perdagangan Manusia Badan Reserse Kepolisian Republik Indonesia dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan seperti grafik

berikut ini:

®UNODC, Trafficking In Persons: Global Pattern

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT-globalpatterns-en.pdf diakses pada juli

2020

’ Farhana, Perdagangan manusia Di Indonesia, 4.
® Rachmad Syafaat, Dagang Manusia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Lappera Pustaka

Utama, 2003), Hal 1.


https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT-globalpatterns-en.pdf

Grafik 1: perdagangan manusia di Indonesia
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Sumber: id.usembassy.gov (diolah sendiri)

Berdasarkan pada grafik kasus perdagangan manusia di Indonesia
yang dikeluarkan oleh Unit-Aniti Perdagangan Manusia Badan Reserse
Kriman Kepolisian Republik Indonesia dimana pada 2016-2017 terjadi
peningkatan kasus perdagangan manusia, setelah dari tahun 2014-2016
mengalami penurunan. Tahun 2014 terdapat 305 kasus penyelidikan baru,
dengan 134 kasus penuntutan. Tahun 2015 terdapat 221 kasus
penyelidikan baru, dengan 165 kasus berada pada tahap penuntutan lebih
lanjut, serta Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman kepada 119
tersangka terpidana dengan tuntutan hukuman penjara 3-15 tahun

kurungan penjara.’ Tahun 2016 terdapat 110 kasus penyelidikan baru

% Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Laporan Tahunan Perdagangan Orang
2016. https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-
perdagangan-orang-2016/ diakses juli 2020



https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/
https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/

dimana terdapat kasus baru yakni kawin paksa dan perdagangan organ
manusia dimana keduanya merupakan bentukbentuk perdagangan
manusia. Selain itu juga pada tahun 2016 dilaporkan terdapat 119 putusan
dengan vonis maksimal 7 tahun kurungan penjara, dan Mahkamah Agung
melaporkan 256 kasus dalam tahap putusan.*®

Pada tahun 2017 terdapat 123 kasus penyelidikan baru, dengan 51
kasus berada dalam tahap penuntutanoleh kejaksaan agung. Sedangkan
Mahkamah Agung melaporkan 407 kasus bedada dalam tahap penuntutan,
dan 324 kasus putusan pidana.'’ Pada tahun 2018 terdapat 95 kasus
perdagangan manusia. Dengan 316 tuntutan dan 279 putusan yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung.*?

Data perdagangan manusia yang disajikan diuatas ialah data
perdagangan manusia yang berada diwilayah Indonesia, dengan korban
yang tidak hanya dijual ke Australia namun juga beberapa negara lainnya.
Kasus perdagangan manusia yang melibatkan Australia ialah salah satunya
dalam bentuk wisata seks anak. Dimana pada tahun 2016 pemerintah
Indonesia memvonis seorang pelaku wisata seks anak yang

berkewarganegaraan Australia dengan vonis 15 tahun penjara.™

19 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Laporan Tahunan Perdagangan Orang
2017. https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/ diakses juli 2020.

! Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Laporan Tahunan Perdagangan Orang
2018. https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-
perdagangan-orang-2018/ diakses juli 2020.

12 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Laporan Tahunan Perdagangan Orang
2019. https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-
perdagangan-orang-2019/ diakses juli 2020.

13 Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Laporan Tahunan Perdagangan
Orang 2017. https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/ diakses juli
2020.
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Dengan meningkatnya kasus perdagangan manusia di Indonesia
tentunya membutuhkan penanganan yang melibatkan banyak instansi
pemerintah maupun negara lain, sebab perdagangan manusia merupakan
salah satu bentuk kejahatan transnasional. Seperti kerjasama yang
dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam menagani perdagangan
manusia yang berada di perbatasan kedua negara tersebut. Selain itu juga
antara Indonesia dan Australia sama-sama memiliki kepentingan dalam
menjaga kedaulatan dan menjaga perdamaian dan keamanan negara serta
ikut dalam menjada keamanan dan ketertiban dunia.

Sebagai negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, Indonesia
memiliki letak geografis yang bisa dibilang strategis sebab 2/3 wilayah
Indonesia berupa lautan, namun hal ini tidak selamanya memberikan
dampak positif. Luasnya wilayah lautan Indonesia juga memberikan
dampak negative, sebab sebagian besar kejahatan transnasional seperti
pelaku perdagangan manusia yang memanfaatkan jalur laut sebagai akses
untuk memasuki suatu negara, dengan luasnya lautan Indonesia bukan
tidak mungkin pengawas akan tindak kejahatan menjadi longar dan tidak
terdeteksi, sehingga para pelaku kejahatan transnasional semakin lancer

dalam menjalankan aksinya.**

Pemerintah Indonesia berkomitmen sangat terhadap pemecahan
masalah perdagangan manusia. Upaya penanganan perdagangan manusia

harus didasarkan pada komitmen nasional dan internasional terhadap

! Deasy Silvya nuraeni dan Arifin Sudirman, Regionalisme Dalam Studi Hubungan
Internasional, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010).



pencegahan dini, menuntut pelaku, perlindungan korban dan
meningkatkan kerjasama antar instansi terkait. Semua instrumen yang
diperlukan untuk mencapai tujuan ini secara terus menerus dipenuhi,
dilengkapi dan disempurnakan, dari kerangka kerja hukum untuk

penganggaran untuk itu.*®

Dalam menangani kasus penyelundupan manusia dan perdagangan
manusia, Indonesia dan Australia bekerjasama dalam menanggulangi
perdagangan manusia dikarenakan banyaknya kasus yang melibatkan
perbatasan dari kedua negara. Kerjasama dalam bidang penegakan hukum,
khususnya masalah perdagangan manusia, migrasi ilegal dan people
smuggling, sudah dimulai antara kedua negara sejak tahun 2002.
Pemerintah Indonesia dan Australia pada waktu itu menyelenggarakan
Konferensi Tingkat Menteri yang membahas kejahatan people smuggling,
perdagangan perempuan dan anak-anak. Termasuk dalam kerjasama
bidang penegakan hukum, yakni kerjasama antar kepolisian dalam
penanganan kejahatan lintas batas (transnational crime), utamanya yang
terkait dengan penyelundupan, perdagangan manusia, perdagangan obat
bius dan terorisme.®

Dalam penelitian ini penulis memilih Australia sebagai negara

yang dijadikan mitra kerjasama dalam menangani perdagangan manusia

15 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Laporan Tahunan Perdagangan Orang
2018. https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-
perdagangan-orang-2018/ diakses juli 2020.

16 Anna Kristyana Febryanti, Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia Dalam
Menanggulangi Human Trafficking Di Indonesia, Bandung: digilib Unpas, 2016) hal 1
http://repository.unpas.ac.id/622/



https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/
https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/
http://repository.unpas.ac.id/622/

ini, disebabkan oleh banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi
di Indonesia, dimana Indonesia juga menjadi negara asal dan juga negara
transit korban perdagangan manusia, yang akan dijual kebeberapa negara
di Indo-Pasifik, seperti Australia. Dengan menjadi negara tujuan bagi
para pelaku perdagangan manusia dalam menjual korbannya, Australia
merasa perlu dilakukannya kerjasama dengan Indonesia untuk mencegah

dan menangani masuknya perdagangan manusia ke wilayah Australia.

Berdasarkan data tersebut dimana pada tahun 2016 merupakan
tahun dengan jumlah kasus terendah dalam rentang waktu 2014-2018,
sedangkan pada tahun 2017 terjadi kenaikan kasus perdagangan manusia
yang signifikan setelah mengalami penurunan pada tahun sebelumnya.
Adanya kenaikan kasus perdagangan manusia pada tahun 2017 membuat
penulis tertarik untuk mengetahu apa yang menjadi penyebab kenaikan
kasus, dimana tahun sebelumnya kasus perdagangan manusia mengalami
penurunan yang signifikan. Apakah bentuk dan implementasi kerjasama
yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia berpengaruh dalam
penurunan dan peningkatan kasus perdagangan manusia pada tahun
2016-2017. Hal ini sejalan dengan Australia yang melaporkan bahwa
pada tahun 2017 terjadi kasus perdagangan manusia dengan korban yang
berasal dari wilayah Asia Tenggara, dimana Indonesia merupakan negara

yang berada di Asia Tenggara. *’

Y UNODC, Global Report On Trafficking in Persons 2018,
https://www.unodc.org/documents/data-and
analysis/glotip/2018/GLOTIiP 2018 BOOK web small.pdf diakses Juli 2020



https://www.unodc.org/documents/data-and%20analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and%20analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
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Untuk memecahkan tantangan penyelundupan manusia dan
perdagangan manusia, Indonesia dan Australia berkomitmen untuk
melakukan kerjasama dalam kerangka Australia-Asia Program to
Combat Trafficking in Persons (AAPCTIP). Kerjasama ini dimulai pada
tahun 2013 dan berakhir pada tahun 2018. Kerjasama ini beranggotakan
Australia sebagai pelopor, dengan anggota lainnya yakni negara-negara
yang berada di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Thailand,
Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Filiphina.’® Kerjasama ini
sebagai penerus kerjasama dalam mmenangani perdagangan manusia
yang sebelumnya yakni Asia Regional Cooperation to Prevent People
Trafficking (ARCPPT: 2003-6) and the Asia Regional Trafficking in

Persons Project (ARTIP: 2006-12).

Melalui kerjasama ini diharapkan pengimplementasian kerjasama
berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dapat dipahami juga bahwa
perdagangan manusia termasuk dalam kerjahatan lintas negara yang
penaganganannya membutuhkan perhatian khusus, dan juga menjadi
masalah  kawasan sehingga diperlukannya pendekatan yang
komprehensif, terlebih negara yang menjadi negara asal, negara transit,

dan juga negara tujuan dalam siklus perdagangan manusia.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas maka
penulis tertarik untuk mengetahui, meneliti dan menulis tentang

bagaimana implementasi kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam

18 https://www.dfat.gov.au/sites/default/filess AAPCT | P-fastfacts.pdf diakses januari 2020
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memberantas perdagangan manusia di Indonesia. Oleh karena itu penulis
berkeinginan untuk mengangkatnya dalam bentuk judul karya ilmiah
Kerjasama Indonesia dan Australia dalam Menangani Perdagangan

Manusia di Indonesia Pada Tahun 2016-2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan
Australia dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia
pada tahun 2016-2017?

2. Bagaimana implementasi kerjasama antara Indonesia dan
Australia dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia

pada tahun 2016-2017?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui

1. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia
dan Australia dalam menangani perdagangan manusia di
Indonesia pada tahun 2016-2017

2. Bagaimana implementasi kerjasama antara Indonesia dan
Australia dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia

pada tahun 2016-2017.
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini selain untuk menmbah wawasan bagi
penulis, juga diharapkan dapat membawa manfaat lain baik secara

akademis maupun praktis:

1. Secara akademis
Penulis mengharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat
dijadikan rujukan bagi penulis selanjutnya serta dapat dijadikan
sebagai tambahan wawasan ilmiah tentang
1. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia
dan Australia dalam menangani perdagangan manusia di

Indonesia pada tahun 2016-2017?

2. Bagaimana implementasi kerjasama antara Indonesia dan
Australia dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia
pada tahun 2016-2017.
2. Secara praktis

Penelitian ini dilakukan agar pembaca dapat lebih memahami

1. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh
Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan
manusia di Indonesia pada tahun 2016-20177?

2. Bagaimana implementasi kerjasama antara Indonesia dan

Australia dalam menangani perdagangan manusia di
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Indonesia pada tahun 2016-2017 memberikan pengaruh

maupun keuntungan bagi pembaca.

E. Tinjauan Pustaka
Sebagai bahan pembanding dan pelengkap peneliti menambahkan
beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik
penelitian. Berikut beberapa penelittian sebelumnya yang menjadi studi
kepustakaan peneliti.

1. Skripsi yang berjudul Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia dalam
Menangani Perdagangan manusia di Indonesia yang ditulis oleh Anna
Kristyana febrianti seorang mahasiswa hubungan internasional universitas
Pasundan pada tahun 2016.° Kerjasama keamanan yang dilakukan
Indonesia-Australia ini didasari oleh banyaknya kasus p[erdagangan
manusia yang dari Indonesia dijual ke Australia. Oleh karena itu
pemerintah  Indonesia berkomitmen dalam pemecahan masalah
perdagangan manusia. Upaya yang dilakukan pemerintah yakni dengan
menegaskan kembali kerjasama dalam Bali Process, traktat Lombok dan
juga kerangka kerja implementasi untuk kerjasama pemberantasan penyelu
ndupan orang dan perdagangan manusia. Sedangkan penelitian ini dalam
pembahasannya lebih spesifik dengan adanya batasan pada tahun 2016-

2017 agar memudahkan peneliti dalam penjelasan secara mendalam.

9 Anna Kristyana Febryanti, Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia Dalam
Menanggulangi Human Trafficking Di Indonesia, Bandung: digilib Unpas, 2016)
http://repository.unpas.ac.id/622/ diakses januari 2020



http://repository.unpas.ac.id/622/
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2. Jurnal yang ditulis oleh Devita Wulandari Saleh yang berjudul Kerjasama
Indonesia Dan Malaysia Melalui Joint Police Cooperation Committe
(Jpcc) Untuk Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Perbatasan
(2007-2017) mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Komputer
Indonesia.?° Skripsi tersebut berjenis kualitatif. Skripsi tersebut membahas
kerjasama bilateral antara kepolisian Indonesia dan Malaysia yaitu POLRI
dan PDRM dalam upaya untuk mengatasi masalah perdagangan manusia
yang marak terjadi di kawasan perbatasan. Kerjasama kepolisian kedua
negara ini dibentuk pada tahun 2007. Hasil penelitian ini mengungkapkan
bahwa kerjasama bilateral yang dipilih oleh Indonesia dan Malaysia dalam
menyelesaikan masalah perdagangan manusia melalui program
penyelesaian, seperti kerjasama pertukaran personil kepolisian, pertukaran
informasi dan patroli perbatasan bersama. Walaupun kerjasama tersebut
belum berjalan dengan baik dikarenakan masih maraknya kegiatan
kejahatan perdagangan manusia, namun dengan kerjasama tersebut dapat
meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan manusia yanng lebih
besar. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kerangka kerjasama
Indonesia dan Australia dalam menangani perdaganga manusia.

3. Jurnal yang ditulis oleh Putri Utami yang berjudul Upaya Pemerintah

Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Batam mahasiswa

% Devita Wulandari Saleh, Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Melalui Joint Police
Cooperation Committe (Jpcc) Untuk Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Perbatasan
(2007-2017), https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/799/jbptunikompp-gdI-devitawula-39939-1-
unikom_4-I.pdf diakses maret 2019



https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/799/jbptunikompp-gdl-devitawula-39939-1-unikom_4-l.pdf
https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/799/jbptunikompp-gdl-devitawula-39939-1-unikom_4-l.pdf
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Hubungan internasional Universitas Mulawarman pada tahun 2017.%
Jurnal ini menjalaskan mengenai Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Batam khususnya secara proaktif melakukan berbagai upaya-upaya
pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Upaya ini terbagi ke
dalam dua bentuk, yakni Upaya Internal dan Upaya Eksternal. Bentuk
upaya Internal yaitu berupa Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat No.25 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Nasional
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia dan Eksploitasi
Seksual Anak serta dengan diterbitkan Peraturan Daerah Kota Batam no 5
tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan
manusia. Upaya eksternal, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama
dengan Australia dalam untuk melaksanakan pelatihan penegakan hukum
tentang perdagangan manusia. Indonesia juga berpartisipasi menjadi
anggota Working Group on Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons Especially Women and Children. Perda Kota
Batam No. 5 Tahun 2013 yang berisi mengenai aturan tentang pencegahan
dan penanganan korban tindak pidana perdagangan manusia, secara
substansial menitik beratkan pada upaya pencegahan dari pada upaya
represif terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Sedankan penelitian ini
berfokus pada kerangka kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan

Australia dalam menangani perdagangan manusia.

Batam,
unmul.

2L putri Utami, Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Traffickig Di
ejournal Hubungan Internasional, Vol. 5, Nomor 4 https://ejournal.hi.fisip-
ac.id/site/?p=2465 diakses februari 2019
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4. Skripsi yang ditulis olenh Bayhaq Jefo Maulidsyah yang berjudul
Kerjasama Keamanan Indonesia Malaysia Dalam Menanggulangi
Perdagangan manusia Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat —
Serawak.?” Mahasiswa hubungan internasional Universitas Pasundan pada
tahun 2018. Perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan salah satu wilayah
yang kasus perdagangan manusianya belum dapat teratasi secara
maksimal. Korban-korban perdagangan manusia yang sebagian besar
adalah wanita. Para korban dijual untuk menjadi pekerja seks komersial.
Umumnya, para wanita menerima ajakan para trafficker’s dengan tujuan
untuk memperbaiki perekonomian keluarganya. Korban wanita diiming-
imingi pekerjaan layak atau pendidikan gratis. Tipe pekerjaan yang
ditawarkan umumnya adalah pekerjaan di catering dan hotel, di bar dan
club, kontrak sebagai model, dan pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian
mengenai penyebab perdagangan manusia di  Wilayah Perbatasan
Indonesia-Malaysia adalah terkait faktor perekonomian, kemudian
diperkuat dengan kurangnya perlindungan dari pemerintah setempat baik
yang berbentuk peraturan maupun tindakan untuk mengatasi berbagai
kasus perdagangan manusia yang sangat rentan terjadi di Wilayah
Perbatasan. Sedangkan penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana
kerangka kerjasama yang diangun oleh Indonesia dan Australia dalam

menagani perdagangan manusia.

22 Bayhaq Jefo Maulidsyah, Kerjasama Keamanan Indonesia Malaysia Dalam
Menanggulangi Perdagangan manusia Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat — Serawak,
http://repository.unpas.ac.id/39959/ diakses februari 2019
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5. Jurnal yang berjudul Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia yang
ditulis oleh H. Darwinsyah Minin.?* Dosen Program Magister llmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal tersebut menyiroti
tentang permasalahan krusial dalam memberantas perdangangan manusia
yang disebabkan oleh budaya patriarki yang memposisikan wanita tidak
setara dengan lelaki, selain itu juga jurnal ini lebih berkonsentrasi pada
penanganan yang berasal dari Indonesia sendiri tanpa melibatkan negara
atau pihak lain untuk menangani masalah perdagangan manusia.
Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan akan kerjasama dengan
negara atau pihak lain dalam hal ini Australia agar masalah tersebut
mendapat penanganan yang maksimal sebab kasus yang diteliti oleh
penulis tidak hanya kasus yang berada diwilayah Indonesia saja hamun
juga wilayah yang berbatasan bahkan wilayah yang sudah menjadi otoritas
Australia.

6. Jurnal yang berjudul Kebijakan Dan Upaya Indonesia Dalam Mengatasi
Kejahatan Transnasional (Studi Kasus Tentang Perdagangan Manusia)
yang ditulis oleh Ahirul Habib Padilah mahasiswa program pascasarjana
Universitas Padjadjaran tahun 2016.%* Jurnal ini menjelaskan mengenai
upaya apasaja yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi perdangan
manusia, jurnal ini lebih berfokus pada upaya Indonesia dalam

mengatasinya tanpa melibatkan aktor lain. Sedagkan penelitian ini lebih

2 Darwinsyah Minin, Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia, Jurnal llmu
Hukum, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 21-31.

24 Ahirul Habib Padilah, Kebijakan Dan Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Kejahatan
Transnasional (Studi Kasus Tentang Perdagangan Manusia),
https://www.academia.edu/26318334/ diakses februari 2019
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berfokus pada upaya yang dilakukan Indonesia dengan bekerjasama
dengan Australia untuk menangani perdagangan manusia di perbatasan
kedua negara.

7. Skripsi yang ditulis oleh llhammul Azis Osmond, dengan judul peran
International Organization for Migration (IOM) dalam menanggulangi
perdagangan manusia di Indonesia tahun 2015-2018, seorang mahasiswa
hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019.%°
Skripsi ini menjelaskan peran International Organization for Migration
(IOM) dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia pada
tahun 2015-2018 yang ditinjau melalui teori International Organization,
karena dalam memberantas perdagangan manusia hingga saat ini
pemerintah Indonesia belum bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan
dibutuhkan sebuah organisasi internasional yang dikaitkan dengan konsep
Intenational QOrganization. Jadi peran IOM dalam penelitian ini ialah
memberikan bantuan terhadap korban perdagangan manusia dan
berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait bantuan indentifikasi
korban dan observasi lapangan, bantuan kesehatan, bantuan pemulangan
korban perdagangan manusia ke Indonesia, bantuan rumah aman
sementara bagi korban perdagangan manusia, bantuan kejiwaan bagi
korban yuang mengalami trauma atau eksploitasi psikologi, bantuan

hukum, bantuan pendidikan bagi korban putus sekolah, dan terakhir

% llhammul Azis Osmond, Peran International Organization For Migration (IOM)
Dalam Menanggulangi  Perdagangan Manusia Di  Indonesia Tahun  2015-2018,
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/18431/15323096.pdf?sequence=11&isAllowe
d=y diakses juli 2020



https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/18431/15323096.pdf?sequence=11&isAllowed=y
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memberikan seminar dan bantuan uasaha mikro kecil untuk mata
pencaharian korban. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kerjasama
yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam menangani
perdagangan manusia, meskipun sama-sama berada di Indonesia.
Penelitian ini juga lebih condong pada penanganan antar negara sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh Ilhammul lebih menitik beratkan pada
organisasi internasional, dan juga pembeda lain dari penelitian ini ialah
batasan tahun yang digunakan dalam penelitian.

8. Tesis yang berjudul Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia: Upaya
Indonsia Untuk Mencegah Gerakan Separatism Di Indonesia Timur.?®
Yang ditulis oleh M. Fathoni Hakim, mahasiswa Pasca sarjana Illmu
Hubungan Internasional, Universitas Indonesia pada tahun 2010. Dalam
tesis ini perjanjian kerjasama keamanan yang dilakukan antara Indonesia
dan Australia adalah Lombok Treaty. Lombok Treaty dianggap sebagai
payung hukum dalam melaksanakan kerjasama dibidang pertahanan,
penegakan hukum, keamnan, intelijen, keamanan maritim, keselamatan
penerbangan, pemusnahan senjata missal, dan tanggap bencana. Kemudian
tesis ini untuk menjawab rumusan masalahnya yakni mengapa Indonesia
melakukan perkanjian keamanan dengan Australia yakni Indonesia perlu
untuk melakukan perjanjian keamanan dengan Australia salah satunya
dengan Lombok Treaty, karena beberapa factor. Faktor-faktor tersebut

lalah geografis, perkembangan lingkungan strategis, dan politik. Serta

% M. Fathoni Hakim, Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia: Upaya Indonsia Untuk
Mencegah Gerakan Separatism Di Indonesia Timur,
http://lib.ui.ac.id/detail?id=135537 &lokasi=lokal diakses agustus 2020
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keuntungan yang diperoleh Indonesia dalam perjanjian keamanan tersebut
berupa peningkatan kemampuan dalam menjaga integritas wilayah
sehingga mampu menghadapi proliferasi gerakan sparatisme di Indonesia
Timur. Untuk perbedaan antara tesis ini dengan penelitian ini terletak pada
perjanjian kerjasama keamanan yang dilakukan, tesis ini berfokus pada
Lombok Treaty, sedangkan penelitian ini berfokus pada perjanjian
kerjasama keamanan Australia-Asia Program to Combat Trafficking in
Persons (AAPCTIP). Dan juga dari segi kasus yang diambil tesis ini
berfokus pada tindakan sparatisme sedangkan penelitian ini berfokus pada
perdagangan manusia, akan tetapi peneliti sedikit banyak mengetahu dari
tesis kerjasama keamanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia
dalam menangani kejahatan lintas negara lainnya.

9. Jurnal yang ditulis oleh Letkol Inf. Dr. Triyoga Budi Prasetyo Msi dan Kol
Caj Sugeng Berantas adalah pengajar di Universitas Internasional Batam
dan Univeraitas Ngurah Rai Denpasar. Yang berjudul Ancaman Aktual
Penyelundupan Imigran Indonesia - Australia Dalam Perspektif Keamanan
Nasional.?’ Dalam jurnal tersebut penyelesaian secara hukum akan
penyelundupan imigran Indonesia — Australia perlu adanya kerjasama
internasional antar keduanya, yang dipilih oleh kedua negara teesebut ialah
pengimplementasian Lombok Treaty, yaitu traktat tentang perjanjian kerja
sama keamanan antar kedua negara perlu terus ditingkatkan. Terutama

dalam bentuk kerja sama Police to Police, kerja sama antar instansi terkait,

%’ Triyoga Budi Prasetyo, dan Sugeng Berantas, Ancaman Aktual Penyelundupan Imigran
Indonesia - Australia Dalam Perspektif Keamanan Nasional,
http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/328 diakses agustus 2020
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yaitu kerja sama dengan Kantor Imigrasi sebagai leading sector dalam
menangani people smuggling serta kerja sama dengan organisasi non
pemerintah, yaitu dengan IOM (International Organization for Migration)
dan UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees) atas
ancaman people smuggling yang terjadi di Indonesia merupakan solusi
terbaik. Selain itu, upaya yang perlu dilakukan dengan memperkuat sistem
hukum yang berlaku baik hukum Internasional maupun sistem hukum
nasional, peningkatan capacity building masyarakat pesisir, dan program
legislasi nasional (proglegnas) bidang pertahanan keamanan (hankam)
2010-2014, serta penyelesaian melalui berbagai kerja sama dan saluran
diplomasi maupun peningkatan kemampuan pertahanan. Sedangkan dalam
penelitian ini penulis lebih berfokus pada kerjasama Indonesia dan
australai dalam kerangka kerjasama AAPCTIP dan juga lebih berfokus
pada perdagangan manusia. Namun penulis juga merasa terbantu dalam
melihat upaya Indonesia — Australia dalam menangani penyelundupan
imigran, yang termasuk dalam kejahatan transnasional dengan
perdagangan manusia.

10. Jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang Di Indonesia, yang ditulis oleh Anggie Rizgita Herda
Putrid dan Ridwan Arifin mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang.”® Jurnal ini menyoroti tentang bagaimana perlindungan hukum

yang didapat oleh korban perdagangan manusia di indoensia, perlindungan

%8 Anggie Rizgita Herda Putrid dan Ridwan Arifin, Perlindungan Hukum Bagi Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia, jurnal RES JUDICATA, Volume 2, No 1,
(2019) : http://dx.doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340
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hukum yang didapat ialah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang
No. 21 Tahun 2007, misalnya hak atas perlindungan rahasia identitas, hak
atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, rehabilitasi pemulangan dan
rehabilitasi atas integrasi, dan hak mendapatkan restitusi atau hak
penggantian rugi atas apa saja yang sudah merugikannya baik itu secara
fisik maupun ekonomi. Hak perlindungan hukum dan restitusi bukan
hanya diterma oleh korban tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga
dapat diterima oleh ahli waris korban, apabila korban tindak pidana
perdagangan orang tersebut meninggal dunia akibat TPPO. Sedangkan
penelitian ini menitik beratkan akan kerjasama Indonesia dan Australia
dalam menangani perdagangan manusia. Meskipun objek kajian sama-
sama mengenai perdagangan manusia, dan juga penulis mendapat
gambaran tentang hukum TPPO di Indonesia sebagai tambahan informasi,
akan tetapi perbedaan keduanya terlihat jelas.

. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah aspek penelitian yang memberikan
informasi kepada pembaca tentang istilah yang digunakan dalam
penelitian, hal ini juga berfungsi memperjelas konsep yang sebelumnya
masih abstrak menjadi lebih jelas. Adapun definisi Konseptual dari
berbagai istilah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama

A. Definisi Kerjasama
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Pada dasarnya semua negara di dunia ini tidak ada yang dapat
berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri, terutama
untuk memenuhi kemajuan dan perkembangan pembangunan
dalam negerinya. Setiap negara membutuhkan kerjasama dengan
negara karena adanya kondisi salaing ketergantugan sesuai dengan
kebutuhan negara masing-masing. Perkembngan situasi hubungan
internasional ditandai oleh adanya kerjasama internasional dan
berkembangannya berbagai aspek yang menjadi objek kerangka
yang dikerjasamakan yang berkaitan dengan masalah-masalah
kejahatan transnasional. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia dan
Australia.

Proses kerjasama terbentuk dari perpaduan keanekaragaman
masalah nasional, regional atau global yang muncul dan
memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing
pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul
penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau
mendiskusikan suatu masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis
untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri
perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang
memuaskan semua pihak.?

Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff, kerjasama adalah

serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau

652-653

2 K.J. Holsti, “Politik Internasional: Kerangka Analisa”, Jakarta: Erlangga, 1993, hal.



24

paksaan dan disahkan secara hukum.®® Aktor-aktor negara yang
terlibat dalam membangun hubungan kerjasama melalui suatu
organisasi internasional maupun kerjasama internasional, yang
didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui,
norma-norma, dan prosedur pengambilan keputusan, dimana
harapan dan kepentingan negara bertemu dalam lingkup huungan
internasional.

Kerjasama terbagi menjadi tiga bentuk yakni:*!

1. Kerjasama Bilateral: kerjasama yang dilakukan oleh dua
negara saja dan bersifat treaty contract.

2. Kerjasama Regional: kerjasama yang dilakukan oleh
beberapa negara yang terdapat dalam satu kawasan dan
bersifat law making treaty terbatas dan treaty contract.

3. Kerjasama Multilatera: kerjasama yang dilakukan oleh
negara-negara tanpa dibatasi oleh suatu kawasan
tertentu, bersifat internasional dan law making treaty.

Berdasarkan tiga bentuk kerjasama diatas, maka penelitian
ini berfokus pada kerjasama bilateral yang dilakukan oleh dua
negara, negara yang dimaksud ialah Indonesia dan Australia.

Secara konseptual, tujuan utama dari semua hubungan bilateral

antarnegara adalah membangun kemitraan yang kuat dengan

lingkungan eksternalnya, menciptakan hubungan persahabatan.

% Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff. 1997. Contending Theoris. New York :
Happer and Row Publisher. Hal 418
31 Op.Cit hal 418-419
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Muara utama dari semua hubungan bilateral di atas tentunya
adalah pencapaian kepentingan nasional baik dari sisi ekonomi,
sosial, dan politik keamanan. Secara lebih spesifik, beberapa
konsep utama dalam hubungan internasional yang bertujuan
untuk meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara juga
menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.*2

2. Perdagangan manusia

A. Definisi Perdagangan manusia

Pengertian perdagangan manusia menurut pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang adalah:

“Perdagangan manusia adalah segala tindakan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang

perorangan menjadi tereksploitasi”

%2 Fachran Adi Surya, Kerjasama Indonesia Dan Singapura Dalam Pengelolaan Wilayah
Perbatasan Ekonomi Khusus, https://core.ac.uk/download/pdf/77629379.pdf diakses agustus 2020
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26

Berdasarkan pada pernyataan diatas bahwa segala bentuk
pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dibenarkan
dan tidak dapat diterimadengan alasan maupun kondisi apapun.
Perlindungan HAM terkait dengan perdagangan manusia secara sah
diatur juga dalam hukum internasional, perjanjian, dan kebiasaan
internasional atau customary international law, sebagaimana tertera
dalam The U.N. Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Children. .

Perdagangan manusia merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi
Manusiakarena telah melanggar hak hidup dalam kebebasan yang
dimiliki oleh setiap individu.menurut William D. Coplin masalah
perdagangan manusia dapat dikategorikan menjadi 2 kategori.
Yang pertama disebabkan oleh kondisi lingkungan internasional
yang apatis. Yang kedua menyangkut akan masalah sosial,
ekonomi, dan politik suatu negara sehingga memberikan dampak
bagi sistem internasional hingga di persepsikan sebagai masalah
bersama.

Salah satu aspek yang paling memprihatinkan dari adanya
perbudakan modern ialah dijadikannya kehidupan manusia sebagai
komoditi yang diperjual belikan. Dengan ditempatkannya nilai
moneter pada kehidupan seseorang, telah melanggar hak asasi

manusia yang melekat pada orang tersebut.Sebuah penelitian dari

BWiwiek Setyawati Firman, “Penanganan Trafficking/Perdagangan manusia dari
Perspektif Hukum HAM Internasional dan Politik Luar Negeri”(Makalah Pada Diskusi di Deplu,
tt, Jakarta), Hal; 3 dan 8.
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Congressional Research Service menyebutkan bahwa perdagangan
manusia telah menjadi sebuah usaha besar yang menguntungkan
bagi pelaku kejahatan. Dengan menempati urutan ketiga setelah
perdagangan narkoba dan senjata illegal tidak mengherankan bila

perdagangan manusia telah menjadi masalah yang mengerikan.

Congressional Research Service menemukan hasil lain yang
memprihatinkan bahwa para pelaku tindak kejahatan tersebut sulit
untuk ditangkap oleh aparat berwenang sebab mereka mempunyai

jaringan yang luas dan terorganisir.

Selain aspek dalam perdagangan manusia, kita juga harus
memperhatikan bentuk-bentuk perdagangan manusia. Menurut
Farhana, bentuk-bentuk perdagangan manusia bermacam-macam

seperti:*

1. Pekerja Migran
Pekerja migrant adalah orang yang bermigrasi dari wilayah
kelahirannya ke tempat yang kemudian dia bekerja dalam
jangka waktu yang relative menetap. Pekerja migrant
mencakup 2 tipe: pekerja migrant internal, dan pekerja
migrant internasional.

2. Pekerja Anak

** Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Manusia Di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal

32-52
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Pekerjaan yang dilakukan anak-anak yang terkategori
sebagai bentuk eksploitasi, sehingga kehilangan hak-
haknya anatara lain yang disebabkan oleh jam kerja yang
panjang, standar upah yang tidak jelas, hilangnya
kesempatan mengikuti sekolah dan bermain, tidak ada
kesempatan libur dan bertemu orang tua, bahkan mendapat
kekerasan dari majikan baik secara fisik, psikis, maupun
seksual.

. Perdagangan Anak Melalui Adopsi

Anak-anak yang berada di panti asuhan maupun anak-anak
korban bencana alam, boleh diangkat menjadi anak dengan
kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Namun jika
pengangkatan anak memiliki tujuan lain seperti eksploitasi
atau semacamnya, akan dikenakan hukuman.

. Pernikahan dan pengantin pesanan

Salah satu modus operandi perdagangan manusia
Pernikahan dan pengantin pesanan merupakan pernikahan
paksa yang diatur orang tua. Perkawinan pesanan menjadi
perdagangan manusia apabila terjadi eks

ploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui
penipuan, penyesatan, penahanan dokumen, sehingga tidak
dapat melepaskan diri dari eksploitasi serta tertutupnya

akses informasi dan komunikasi.
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5. Perdagangan Organ
Perdagangan organ ini bisa terjadi pada manusia dewasa
maupun anak-anak bahkan bayi. Umumnya perdagangan
organ terjadi pada bayi, diaman awalnya bayi-bayi tersebut
diadopsi dan dikirim keluar negeri seperti singapura,

Malaysia, Belanda, Swedia, dan Prancis.

Dalam mengentaskan masalah perdagangan manusia yang
telah menjadi masalah yang tudak hanya menyangkut masalah
nasinal maupun regional suatu negara, tetapi telah menjadi masalah
internasional, yang perlu penyelesaian segera.Untuk mengentaskan
masalah tersebut dari sudut pandang Indonesia sebagai sebuah
negara telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan
masalah ini.Upaya yang dilakukan oleh Indonesia terdiri atas
beberapa kegiatan seperti, penyuluhan, kampanye, pelatihan, serta

bimbingan terhapap seluruh lapisan masyarakat.

Dalam masalah perdagangan manusia,Indonesia telah berusaha
mempertahankan untuk kedudukannya di mata dunia, terlebih
diwilayah Asia Tenggara.Selain itu Indonesia juga berusaha
mempertahankan ideologinya akan masalah yang bertentangan.
Indonesia juga menjaga ketahanan dan keamanan nasional,karena
masalah perdagangan manusiamelibatkan kelompok kriminal

transnasional sebagai pelaku kejahatan.
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Pada masa globalisasi saat ini, peran aktor dalam hubungan
internasional telah bergeser dan bertambah, saat ini yang aktif
berperan justru aktor non negara dari pada aktor negara, namun
keduanya memiliki ikatan yang saling melengkapi. Indonesia
sebagai negara yang terbuka dan pada konsep politik luar negerinya
menganut asas bebas aktif, menjadikan kondisi internal Indonesia
sedikit banyak ikut terpengaruh akan kondisi perpolitikan regional
maupun internasional.

Masalah perdagangan manusia merupakan masalah yang rumit
dan tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, sperti
ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hal ini tidak lepas dari
perkembangan proses industrialisasi, pembangunan berkelanjutan,
dan glibalisasi.

Dengan tingginya angka kemiskinan, penangguran, dan
rendahnya pendidikan, kesenjangan ekonomi yang terlihat jelas,
membuat sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya
perempuan dan anak-anak rentan akan tindak kejahatan
perdagangan manusia, sebab orientasi yang merika miliki sebatas
pemenuhan kebutuhan hidup dengan bekerja yang memiliki gaji
besar.

Perdagangan manusia saat ini menjadi fenomena global, yang
memengaruhi laki-laki, wanita dan anak-anak. Kegiatan-kegiatan

perdagangan manusia sangat bertentangan dengan dasar dari hak
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asasi manusia. Terdapa praktik yang umum untuk
memperdagangkan manusia yakni dengan mengambil dokumen
identitas dari mereka kemudian mereka dipaksa untuk melakukan
pekerjaan tertentu. Ancaman kekerasan, hambatan bahasa, dan
perbedaan budaya menjadi pencegah korban melarikan diri atau
mencari bantuan eksternal.Setelah ditemukan tidak dengan
dokumen perjalanan atau dokumen registrasi tenaga kerja, orang-
orang yang diperdagangkan secara rutin menghadapi penahanan
dan deportasi.Akibatnya, banyak kasus perdagangan manusia tidak
teridentifikasi dan diselidiki. Orang-orang yang diperdagangkan
memiliki akses terbatas pada kesehatan, pendidikan, dan layanan
kesejahteraan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup
mereka dan memungkinkan pengembangan sosial.

Menurut Amatrya Sen berpendapat bahwa negara harus
memiliki peran yang aktif dalam melindungi warga negaranya,
seperti dalam hal memberikan pekerjan, pendidikan yang baik, dan
lain-lain.Dapat pula diartikan bahwa kemampuan yang dilakukan
oleh individu dan komunitas untuk mendorong pembangunan dan
mengurangi  kemiskinan nasional. Kegagalan negara untuk
menjamin ambang batas minimum kapabilitas pasti akan
menghambat kemajuan menuju pembangunan dan kemakmuran.

Perdagangan manusia yang terus berkembang sejalan dengan

berkembanng dan menambah korban-korban perdagangan manusia
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khususnya dalam penelitian ini menitik beratkan pada perdagangan
manusia yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Perempuan
dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia
umumnya berasal dari keluarga yang berada dibeawah garis
kemiskinan sehingga mereka seperti tidak ada pilihan lain untuk
menjadi korban perdagangan manusia sebab minimnya akses
informasi dan pendidikan menjadikan mereka tidak sadar bahwa
telah menjadi korban perdagangan manusia.

Banyak modus yang dilakukan oleh pada oknum-oknum
perdagangan manusia, sebelum menjalankan aksinya mereka akan
melalukan survey dan meninjau lokasi korban, setelah mengetahui
kelemahan korban maka para oknum tersebut menjalankan aksinya.
Seperti kasus perdagangan manusia yang terjadi ketika industri
pariwisata semakin berkembang maka semakin terbuka pula
kesempatan para oknum untuk menjalankan aksinya dalam
memperdagangan manusia, dengan modus pekerjaan diluar negeri
dengan gaji yang besar, dengan hal itu saja sudah dapat
mempengaruhi para perempuan maupun remaja dengan tingkat
pendidikan yang rendah, sebab mereka rata-rata berfikir bahwa
dengan mendapatkan gaji yang besar maka perekonomian akan

lebih baik.*®

% Ghita Intan, “Pemerintah Akui Sulit Berantas Kasus Perdagangan Manusia”
Voalndonesia, 10 juli 2019, diakses pada agustus
2019https://www.voalndonesia.com/a/pemerintah-akui-sulit-berantas-kasus-perdagangan-
0rang/4993414.html



https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-akui-sulit-berantas-kasus-perdagangan-orang/4993414.html
https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-akui-sulit-berantas-kasus-perdagangan-orang/4993414.html
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Selain itu juga menurut Komisioner Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawati yang dikutip dalam CNN
Indonesia mengatakan bahwa “modus perdagangan yang kerap
dilakukan yakni pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman
Pembantu Rumah Tangga (PRT) domestik, eksploitasi seksual,
perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ
tubuh, adopsi anak, perbudakan. Pelaku juga menjelaskan, untuk
menjebak korban, pelaku biasanya menggambil banyak waktu yang
arti ya pelaku melakukannya dengan sabar dan bertahap”.

"Berdasarkan kejahatan internet, ada yang pendekatannya
dengan korban dengan pacaran virtual sekitar 6 bulan dan
pendekatannya sangat intens mulai dari perkenalan, dan memahami
ritme si anak,” lanjutnya di kantor KPAI, Jakarta, Selasa (9/7).%
Dalam kesempatan itu pula KPAI menyebutkan pada tahun 2018
terdapat 329 korban terkait perdagangan anak. Dari jumlah itu, 65
kasus di antaranya merupakan korban perdagangan manusia, 93
korban prostitusi, 80 kasus kekerasan seksual, dan 91 kasus
eksploitasi pekerja. Hingga pertengahan 2019, KPAI menerima 15
kasus, lima kasus di antaranya korban trafficking, satu korban
prostitusi, lima korban kekerasan seksual, dan empat korban

eksploitasi pekerja anak. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan

% Adhi Wicaknodo, “KPAI Beberkan 12 Modus Perdagangan Manusia Di Indonesia”,
CNN Indonesia, 10 juli 2019, diakses pada agustus
2019https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190710031148-12-410730/kpai-beberkan-12-
modus-perdagangan-manusia-di-Indonesias



https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190710031148-12-410730/kpai-beberkan-12-modus-perdagangan-manusia-di-indonesia
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Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise
menyebut lima provinsi yang memiliki korban tindak pidana
perdagangan manusia (TPPO) terbanyak, yaitu Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara
Barat.*’

Para korban perdagangan manusia yang dalam penelitian ini
lebih terfokus pada perempuan dan anak-anak dimana mereka
menjadi korban dalam kasus kerja paksa, dan eksploitasi seksual.
Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan
manusia umumnya memiliki keahlian dan pendidikan yang rendah.
Tren korban perdagangan manusia setiap tahun terdapat perubahan
pada tahun 2005-2017 korban perdagangan manusia masih di
dominasi oleh perempuan dan anak-anak. Kemudian pada tahun
2016 tren tersebut bergeser dengan mayoritas korban perdagangan
manusia adalah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang bekerja
diluar negeri dengan modus berawal dari pengiriman TKI secara
ilegal. Kementerian pemberdayaan perempuan memperkirakan 20
persen TKI menjadi korban perdagangan manusia, sedangkan
International Organization for Migration (IOM) mengatakan 70

persen TKI telah menjadi korban perdagangan manusia.®

%7 Adhi Wicaknodo, “KPAI Beberkan 12 Modus Perdagangan Manusia Di
Indonesia”CNN Indonesia, 10 juli 2019, diakses pada agustus
2019https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190710031148-12-410730/kpai-beberkan-12-

modus-perdagangan-manusia-di-Indonesia

%Bibit Santoso, “Menyikapi Perdagangan manusia”, Kompas.com, 29 maret 2017,diakses

pada maret 2019,
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Perlu ditekankan lagi bahwa perdagangan manusia yang
dimaksud dalam penelitian ini ialah perdagangan manusia
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun
2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia,

yang melibatkan perempuan dan anak-anak dalam kasusnya.

G. Argumentasi Utama
Penelitian yang berjudul “Kerjasama Indonesia Dan Australia Dalam
Menangani Perdagangan manusia Pada Tahun 2016-2017” memiliki
argumentasi utama bahwa kerjasama dalam menangani perdagangan
manusia yang dijalin oleh Indonesia dan Australia tertuang dalam kerjasama
keamanan berupa Australia — Asia Program to Combat Trafficking in
Persons (AAPCTIP), dalam menekan angka perdagangan manusia dan juga
mencegah terjadinya perdagangan manusia.
H. Sistematika Penulisan
Pada sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bagian
bab. Pada setiap bab terdiri atas sub-bab yang disusun secara sistematis,
agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang isi dalam pembahasan-

pembahasan. Sistematikanya terdiri atas:

1. BAB I PENDAHULUAN
Bab | pada peneliutian ini sama dengan bab | pada penelitian

lainnya, yakni berisi pendahuluan. Pendahulian ini menjelaskan tentang

https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia?page=al
1



https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia?page=all
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gambaran awal mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti,
serta sisi penting dari penelitian ini sebagai alasan peneliti untuk
mengangkat topic tersebut. Dalam pendahuluan juga dijelaskan
mengenai rumusan masalah yang nantinya dicari jawabannya,
kemudian tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya menjelaskan
definisi konseptual sebagai penyama pengertian dari tiap variabel, dan
yang terakhir menjelaskan sistematika pembahasan sebagai pedoman
tiap bab yang akan di bahas.
2. BAB Il KAJIAN TEORITIK
Pada bab ini akan dipaparkan secara jelas landasan teoritik dari
rumusan masalah dalam penelitian ini. Landasan teoritik digunakan
untuk menjawab rumusan masalah yang sesuai dengan fakta di
lapangan. Teori tersebut akan digunakan oleh peneliti sebagai
landasan akademis dalam menjawab rumusan masalah yang ada.
Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti,
peneliti menerapkan konsep Human Security (Keamanan Manusia).
3. BAB Il METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab metodologi penelitian, dipaparkan metodologi
penelitian yang digunakan oleh peneliti seperti metode pendekatan
dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tingkat analisa,
teknik pengumpulan data, teknik analisa data, hingga alur penelitian

atau logika penelitian.
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4. BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini, akan disajikan data yang ditemukan selama
penelitian berlangsung di lapangan. Data yang disajikan dapat berupa
data primer dan data sekunder.Data tersebut dapat disajikan berupa
uraian tulisan, tabel dan gambar yang dapat mendukung penelitian.
Pada bab ini, akan diuraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari
tahap sebelum penelitian hingga tahap setelah dilakukannya
pengumpulan data. Berikutnya, akan dijelaskan hasil dari penelitian
tersebut secara runtut sesuai dengan rumusan masalah dan fokus
penelitian oleh peneliti yakni latar belakang objek penelitian yang
meliputi kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani masalah
Perdagangan manusia. Selanjutnya, akan dijelaskan dalam analisis
penelitian yang akan dikorelasikan dengan teori yang dipakai oleh
peneliti dalam menjawab rumusan masalah. Dalam analisis data
tersebut, diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan
dalam penelitian. Pada analisis data tersebut, peneliti akan
mendeskripsikan data hasil temuan nya di lapangan mengenai
kebijakan kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani
masalah Perdagangan manusia. Selanjutnya, hasil temuan di lapangan
akan dianalisa dengan menggunakan teori kerjasama internasional dan

konsep rezim internasional.
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5. BABV PENUTUP

Pada bab penutup tersebut peneliti menyajikan kesimpulan
atas hasil yang didapatkannya selama di lapangan. Selain itu,
dalam bab ini peneliti juga memberikan saran bagi perbaikan
penelitian-pelitian yang sama, agar dapat menjadi penelitian yang

lebih baik lagi kedepannya.



BAB 11

Landasan Teoritik

A. Kerjasama Internasional

Berkembangnya hubungan internasional ditandai dengan adanya
berbagai kerjasama internasional. Oleh karena itu pada penelitian ini
penulis menggunakan teori kerjasama internasional, sebab semua negara di
dunia tidak dapat berdiri sendiri.. Kerjasama dengan negara lain amat
sangat diperlukan karena ketika suatu negara tidak dapat memenubhi
kebutuhannya maka disitu diperlukan adanya negara lain. Perlu kerjasama
dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan dalam memenuhi
kebutuhan negaranya. Kerjasama memiliki berbagai bentuk seperti
keamanan dan pertahanan, ekonomi, politik, budaya, dan sosial.
Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama
karena kerjasama dengan negara lain dapat mempercepat proses
peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua negara
atau lebih. Peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah suatu
negara dapat terjadi dengan dilandasi prinsip saling percaya, menghargai,

dan menghormati negara lain.

Kerjasama internasional muncul karena desakan keadaan dan
kebutuhan masing-mnasing negara yang berbeda sedangkan kemampuan
dan potensi yang dimiliki tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara

membutuhkan kemampuan dan dan potensi yang dimiliki negara lain.
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Kerjasama internasional sangat penting sehingga patut dipelihara

dan diadakan suatu aturan agar berjalan sesuai dengan tujuan awal.

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, proses kerjasama terbentuk dari
perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, dan internasional
yang muncul dan memerlukan adanya perhatian lebih suatu negara. Holsti

juga mendefinisikan bahwa kerjasama internasional adalah:*

Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan

5

saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan
atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.

b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan
yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu
untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara
atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan
atau benturan kepentingan.

d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa
depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.

e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kerjasama internasional bukan hanya dilakukan antar negara secara
individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam

organisasi. Menurut Koesnadi Kartasasmita, “kerjasama internasional

%9 K.J Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis , Jilid 11, Terjemahan M.
Tahrir Azhari. (Jakarta: Erlangga, 1988), hal. 652-653
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merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan
interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam

masyarakat internasional”.*’

Kerjasama internasional pada dasarnya dilakukan sekurang-
kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yakni pertama, adanya
keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing negara
yang terlibat kerjasama. Kedua adanya keputusan bersama dalam
mengatasi setiap masalah yang timbul. Berdasar dua sayarat tersebut
adanya penghargaan dan keputusan bersama memiliki peranan yang
penting dalam kerjasama internasional, jika tidak ada penghargaan dan
putusan bermasama maka tidak akan tercapai kerjasama seperti yang

diharapkan.*!

Dalam masa yang akan datang, negara-negara akan bergantung
pada kerjasama internasional yang sifatnya fungsional, yaitu kerjasama
yang mencakup kehidupan internasional yang sangat luas dan untuk dapat
memenuhi kebutuhan banyak umat manusia sampai yang terkecil.
Kerjasama internasional merupakan hubungan antara dua atau lebih

negara, perusahaan, lembaga yang melewati batas-batas negara.*?

0 Koesnadi Kartasasmita, Administrasi Internasional, Sekolah Tinggi llmu Administrasi
(Bandung: 1977) hal. 19

* Sjamsumar Dam dan Riswandi, Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan,
dan Masa Depan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hal 16

#2 . Frankle, Hubungan Internasional, Jakarta, Singgih Bersaudara, 1980, hal 102 dalam
Library UPNVJ, Motivasi Singapura melakukan kerjasama Ekonomi Dengan Pemenfaatan Free
Trade Area di Pulau Batam, terdapat di http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/204
613019/babl.pdf diakses pada agustus 2020
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Permasalahan kerjasama internasional bukan hanya terletak pada
identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya,
tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama akan berusaha
diwujudkan dengan sebaik mungkin jika dirasa manfaat yang diperoleh
lebih besar dari pada konsekuensi yang ditanggungnya. Hal ini sesuai
dengan tujuan kerjasama internasional yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat
mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah

yang terjadi diantara dua negera atau lebih.*
Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:*

1. Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin
mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga
meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.

2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi
kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara
dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa. .

3. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan
bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam

bentuk kerjasama internasional.

*8 Zulfifli, Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Negara (Studi Kasus Indonesia), hal 21, http:/lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674-T30935%20-
%20Kerjasama%?20internasional.pdf diakses agustus 2020

* Koesnadi Kartasasmita, Administrasi Internasional, Sekolah Tinggi llmu Administrasi
(Bandung: 1977) hal. 19



http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674-T30935%20-%20Kerjasama%20internasional.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674-T30935%20-%20Kerjasama%20internasional.pdf
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4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu
metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar
bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam

pemecahan masalah yang dihadapi.

Negara dalam memutuskan untuk melakukan kerjasama keamanan
memiliki motivasi tertentu. Menurut Peter Toma dan Robert Gorman®

antara lain:

1. Motivasi dalam kepentingan nasional, dimana kerjasama dilihat
sebagai alat yang digunakan untuk memperkuat kepentingan
nasionalnya.

2. Motivasi dalam menjaga perdamaian, sebab dengan adanya
kerjasama diharapkan dapat terciptanya suatu perdamaian untuk
menghindari munculnya konflik.

3. Motivasi untuk kemajuan ekonomi, tidak dapat dipungkiri
bahwa suatu negara melakukan kerjasama ialah untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi negaranya.

4. Motivasi dalam menghadapi eksternalitas, suatu negara
melakukan kerjasama menginginkan untuk menghilangkan
suatu dampak negative yang timbul akibat ulah dari aktifitas
manusia, seperti berkurangnya sumber daya alam, dan ancaman

akan adanya kejahtan lintas negara.

“>Anita Novianti Sofyan, Dalam Rizna Rezkiana, “Kerjasama kontra-Terorisme Jepang-
Asean dalam Upaya Menanggulangi Terorisme di Asia Tenggara”(Universitas Hasanuddin,
Makassar), hal. 22.
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Dimensi-dimensi dan motivasi diatas menjelaskan bahwa
kerjasama yang dilakukan berdasarkan isu-isu yang telah berkembang dan
tidak hanya berfokus pada kekuatan militer namun juga isu-isu seperti
seperti teroris, narkoba, khususnya dalam penelitian ini perdagangan
manusia. Melalui teori kerjasama internasional dapat dilihat bahwa
Indonesia menjalin kerjasama bilateral atau dua negara dengan Australia
dalam bidang keamanan.

Rezim Internasional

Rezim internasional dipandang  sebagai  bentuk-bentuk
institusionalisasi perilaku yang didasarkan pada norma atau aturan dalam
mengelola konflik dan masalah dalam kompleksitas perilaku antar negara
dalam hubungan internasional, selain itu rezim juga dapat membentuk
perilaku dari negara-negara penyusunnya.*® Rezim internasional menurut
Stephen D. Krasner adalah serangkaian prinsip, norma, peraturan, dan
prosedur pembuatan keputusan dimana para aktor bertemu pada area
tertentu dalam hubungan internasional. Ketika membentuk suatu rezim
internasional, harus ada kesepakatan dari setiap anggota rezim yang
kemudian membentuk suatu aliansi.*’

Menurut Krasner juga rezim internasional memiliki empat
komponen yakni prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan

keputusan. Prinsip merupakan pegangan awal yang dimiliki aktor dalam

* Andreas Hasenclever et.al, Theories of International Regime, (UK: Cambridge

University Pers,1997) hal 2

*” Stephen D. Krasner dikutip dalam Townes, “International Regimes and Information

Infrastructure”, dalam http://www.stanford.edu/group/sjir/1.2.07_townes.html. diakses agustus

2020



http://www.stanford.edu/group/sjir/1.2.07_townes.html
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berperilaku. Norma merupakan langkah selanjutnya setelah terjalannya
prinsip. Kemudian peraturan merupakan sesuatu aturan yang
sewaktuwaktu bisa berubah dan terakhir prosedur pembuat keputusan
merupakan prosedur berupa pembuatan keputusan yang membutuhkan
pendapat pihak-pihak yang bergabung dalam sebuah rezim.*

Pendapat lain mengenai rezim internasional diungkapkan oleh
Robert O. Keohane. Menurut Keohane rezim internasional merupakan
suatu perangkat peraturan pemerintah yang meliputi jaringan-jaringan
peraturan, norma-norma dan cara-cara yang mengatur serta mengawasi
dampaknya.*® Selain Keohane, Oran R.Young berpendapat bahwa rezim
internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan,
dan program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi
partisipan dalam praktek tersebut dan kemudian mengelola interaksi-
interaksi mereka.®® Raymond Hopkins dan Donald Puchala juga
sependapat dengan Young, menurutnya tidak ada yang dapat membuat
sebuah negara bertahan selama waktu tertentu jika tidak didukung oleh
keberadaan sebuah rezim. Artinya, rezim secara mutlak diperlukan.*

Rezim internasional secara garis besar adalah seperangkat hukum,
norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang dapat

dipandang melalui tiga pespektif yang didasarkan pada power (realism),

* Citra Hennida.. Rezim dan Organisasi Internasional: interaksi negara, kedaulatan, dan
institusi multilateral. (Malang: Intrans Publishing, 2015) hal 6

* Op.Cit hal 4

**Op.Cit hal 6

> Op.Cit hal 6
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interest (neo-liberalism), dan knowledge (cognitivitist).>> Dalam penelitian
ini penulis menggunakan rezim internasional menurut pandangan Stephen
D. Krasner yang menghubungkan adanya factor sebab akibat yang
mendorong terjadi dan bekerjanya suatu rezim sehingga memperoleh hasil

akhir.

> Andreas Hasenclever, Peter Mayer, dan Volker Rittberger, Theories of International
Regimes, (UK: Cambridge University Press, 2008) hal 1-5



BAB Il

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam sebuah penelitian sangatlah penting dan
berguna bagi peneliti guna mempermudah proses menjawab rumusan masalah.
Metode penelitian menjadi pendekatan yang umum untuk digunakan sebagai alat
dalam mendekati jawaban. Pada bab 1lI ini akan menjelaskan tentang metode
penelitian yang sesuai.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Dalam kaitannya dengan penelitian Kerjasama Indonesia dan
Australia dalam Menangani Perdagangan Manusia Pada Tahun 2016-2017,
jenis  penelitian yang dipakai oleh peneliti ialah  kualitatif
deksriptif.Penelitian kualitatif termasuk penelitian yang baru dan
berlandaskan post-positivistik.>® Kualitatif deskriptif ialah penelitian yang
berusaha untuk mengungkapkan apa yang terjadi.>* Pendekatan ini
dilakukan untuk meneliti masalah secara mendalam.® Oleh karena itu
penelitian ini berusaha agar dapat menerangkan permasalahan yang
diambil dengan fakta-fakta yang tersaji sesuai dengan interpretasi yang

seobjektif mungkin dari peneliti.

>% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

2010), 7.

**Mochtar Mas'oed. llmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. (Jakarta:
LP3ES, 1990), 79

%*Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan
Ilmu Sosial Lainnya. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 31
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Fakta-fakta yang ada, akan diaplikasikan dengan konsep yang
digunakan oleh peneliti. Peneliti memilih pendekatan ini karena
menganggap pendekatan ini seduai dengan tujuan penelitian yang
berusaha mencari tahu kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam
menangani perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2016-2017.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Umumnya jangka waktu penelitian kualitatif termasuk lama sebab
dari tujuan penelitian kualitatif yang bersifat penemuan.*® Adapun waktu
penelitian yang digunakan peneliti dalam rentang waktu agustus 2019-mei
2020 yang dilakukan dibeberapa tempat seperti:

Lokasi penelitian dilakukan diberbagai tempat yang mendukung
untuk terkumpulnya data dan mendukung dalam penyusunan hasil
penelitian:

1. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2. Koridor Siola Surabaya
3. Perpustakaan Daerah Jawa Timur
4. Tempat-tempat lain yang mendukung dalam proses
penyusunan skripsi
C. Subjek Penelitian Dan Tingkat Analisa Data
Pada penelitian ini menempatkan kerjasama Indonesia dan Australia

ditempatkan sebagai unit analisis, dan bertindak sebagai variabel

% Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : ALFABETA, 2020), 37
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independen.Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi
variabel dependen.Sementara itu, variabel independen dapat juga
diibaratkan sebagai stimulus, prediktor, dan antesenden dari variabel
dependen.

Sedangkan untuk penanganan perdagangan manusia di Indonesia
sebagai unit eksplanansi dan bertindak sebagai variabel dependen.Variabel
dependen merupakan variabel yang terpengaruh variabel independen.
Variabel ini dapat diibaratkan sebagai hasil, kriteria dan konsekuen dari
variabel independen.>’

Untuk proses penelitian ini, pada tingkat analisis peneliti mengambil
tingkat negara sebagai tingkat analisisnya. Tingkat analisis digunakan
untuk memperjelas penggunaan teori dalam variabel dependen. Tingkat
analisa ini mengedepankan negara sebagai aktor dominan dalam hubungan
internasional. Maka dari itu, berbagai aksi dan reaksi yang terjadi dalam
kasus yang akan diteliti, bersumber dari aktor negara.®®

Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa dokumen
perjanjian, laporan, dan kebijakan tertulis, yang berasal dari situs resmi
pemerintah Indonesia, pemerintah Australia, AAPCTIP. Sedangkan untuk
data sekunder peneliti gunakan yakni buku, jurnal, hasil wawancara,
berita, maupun dari situs internet yang dirasa peneliti cukup kredibel jika

digunakan sebagai sumber data.

¥’Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta,
2006), 38-39
% “Ilmu Hubungan Internasional...” Op.Cit. 46-47
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D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian  ini  menggunakan teknik pengumpulan data
dokumentasi, penelusiran data online, dan wawancara.Dokumen
merupakan cacatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk
lisan, gambar, tulisan, maupun karya-karya monumental seseorang.
Teknik ini mengumpulkan data dokumentasi yang diambil dari jurnal,
karya ilmiah, laporan-laporan, berita-berita dan lain sebagainya. Peneliti
melakukan pengumpulan data tersebut dengan menggunakan data yang
sesuai dengan kasus yang akan diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara
mengumpulkan dokumen-dokumen yang berasal dari sumber yang
kredibel dan dapat dipercaya. Sementara itu, teknik penelusuran data
online juga digunakan peneliti untuk mendukung penelitian dengan
menelusuri website maupun jurnal yang tersedia dalam media internet.
Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPCTIP),

dan juga situs resmi Kemeterian Luar Negeri Republik Indonesia.

E. Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif meruoakan upaya dalam menjawab rumusan
masalah, dengan pengorganisasian data, kemudian temuan data tersebut
dapat dilakukan pencarian pola dan pengolahan, yang dapat diambil dan

dibagikan pada khalayak umum.®°

%9 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : ALFABETA, 2020), hal 124
% |exy, J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.(Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2005), hal 248
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Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data ini melalui
tahapan-tahapan analisis, yakni dengan:

1. Reduksi Data
Pada tahap ini, data digali dari bermacam sumber hingga
terkumpullah data yang akan diinginkan peneliti. Setalah
memperoleh data peneliti masih harus memilah data tersebut agar
sesuai dengan topic penelitian yang diambil.Selanjutnya
memfokuskan, menyederhanakan, dan mengolah data kasar
menjadi data yang lebih mudah diteliti dan dipahami.

2. Penyajian Data
Pada tahap dua ini saatnya peneliti melakukan penyajian data yang
telah tereduksi.Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk
narasi, bagan, tabel, gambar, dalan lain-lain.Hal ini dimaksudkan
untuk mempermudah pembaca dalam memahami topic yang
diangkat.

3. Penarikan Kesimpulan
Pada tahap ketiga yakni penarikan kesimpulan.Pada tahap ini
peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan dari pengolahan
data maupun pengabsahan data.Tahap ini merupakan hasil dari
penelitian yang dilakukan.®*

Ketika peneliti telah mengumpulkan data kemudian diklasifikasikan

maka diperoleh hasil penelitian kerjasama Indonesia dan Australia dalam

%1 Hamid Patilima. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2005)
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menangani human trafficking pada tahun 2016-2017, kemudian dianalisis
dengan konsep keamanan manusia agar dapat menarik kesimpulan untuk
mendapatkan hasilnya. Hasil dari proses tersebut disajikan secara deskriptif,
yakni dengan data dan penggambaran yang sesuai permasalahan yang
diteliti.
F. Alur Penelitian
1. Tahap persiapan atau pendahuluan

Pada tahap pendahuluan peneliti mulai mengumpulkan pertanyaan
— pertanyaan penelitian yang terkait dengan topic yang peneliti ambil
dalam penulisan skripsi ini. Dari menelusuri latar belakang samapi

dengan mencari jawaban dari pertanyaan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

Dalam tahap ini, awalnya peneliti melaksanakan penelitian
melalui email dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian
kepada Bidang Keamanan Internasional Dan Perlucutan Senjata
Kementerian Luar Negeri Republic Indonesia, namun peneliti belum
mendapatkan jawaban sepenuhnya atas pertanyaan yang diajukan.
Maka dari itu peneliti mencari data yang terkait melalui sumber media
online, yaitu surat kabar Filipina, video Youtube terkit permasalahan
yang dibahas serta berita acara online atau E-jurnal yang berhubungan

dengan topik penelitian yang diambil.
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3. Tahap laporan
Tahap laporang yang peneliti sajikan berbentuk analisis dari sumber
data yang peneliti peroleh terkait permasalahan yang peneliti bahas

dalam skripsi ini.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini peneliti akan memaparkan beberapa data terkait kerjasama
antara Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan manusia di
Indonesia pada tahun 2016-2017. Dalam penyajian data, peneliti akan membagi
menjadi empat aspek ssebelum menuju pada analisis data. Aspek pertama
membahas mengenai dinamika hubungan Indonesia dan Australia dalam bidang
keamanan, salah satunya yaitu kerjasama Indonesia dan Australia dalam
AAPCTIP. Aspek kedua membahas mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi
oleh Indonesia dalam menangani perdagangan manusia yang bekerjasama dengan
Australia, aspek ketiga faktor terjadinya perdagangan manusia di Indonesia, dan
yang keempat analisis kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani
perdagangan manusia.
A. Kondisi Geografis Indonesia
Kondisi geografis Indonesia yang memiliki luas wilayah 2,7 juta
km? dimana wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara,
sedangkan wilayah daratan berbatasan dengan 3 negara, serta memilik 3
alur laut kepulauan Indonesia dan beberapa buah jalur pelayaran sempit.®

Dengan wilayah lautan yang besar ini menjadikan laut penting bagi

Indonesia, seperti: sarana pemersatu wilayah Indonesia yang digunakan

%2 Agus Subagyo, dan Dadang Sobar Wirasuta, “Penyelundupan Manusia dan Ancaman
Keamanan Maritim Indonesia”, Jurnal Pertahanan, Volume 3, nomor 3, 2013, hal 158, diakses
pada juli 2020https://www.researchgate.net/publication/322306753
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sebagai sarana komunikasi dan transportasi, sebagai sumber daya alam
yang berguna bagi pembangunan ekonomi, dan sebagai media
pertahanan.®® Selain laut sangat penting bagi Indonesia, dalam hal
keamanan laut Indonesia juga memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk
menciptakan kondisi yang: aman dari kejahatan transnasional, aman dari
bahaya navigasi pelayaran, aman dari eksploitasi sumber daya alam yang
dilakukan oleh negara lain, aman dari pencemaran lingkungan laut, dan
aman dari pelanggaran hukum.®*

Luasnya wilayah lautan Indonesia secara tidak langsung
memberikan dampak positif dan negaratif. Dampak negative yang diterima
Indonesia ialah munculnya berbagai permasalahan dan ancaman baik
secara tradisional, maupun non-tradisional diwilayah laut. Ancaman
tradisional yang diterima oleh Indonesia berupa agresi dan invasi yang
dilakukan oleh negara lain. Sedangkan dalam ancaman non-tradisional
Indonesia berhadapan dengan berbagai kejahatan transnasional seperti:
perdagangan manusia, penyelundupan manusia, penangkapan ikan secara
illegal, peredaran narkoba skala internasional, terorisme, perompakan,
pembajakan, dan berbagai ancaman lainnya.

Beberapa kejahatan transnasional yang terjadi diwilayah laut
Indonesia, seperti yang terjadi di Selat Malaka. Selat Malaka merupakan
salah sartu rute pelayaran bagi perdagangan internasional tersibuk,

sehingga banyak sekali ancaman kejahatan transnasional diwilayah Selat

% Op,cit hal 159
* Willy F. Sumakul, “Fenomena Baru Ancaman Terhadap Keamanan Maritim”, dalam
http://www.fkpmaritim.org/?p=351. Diakses pada juli 2020
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Malaka seperti perompakan. Selain itu juga wilayah laut Indonesia juga
menjadi rute bagi kejahatan transnasional lainnya yakni perdagangan dan
penyelundupan manusia.®

Gambar 2: Rute perdagangan dan penyelundupan manusia dari Indonesia

ke Australia
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Sumber:
https://www.researchgate.net/publication/322306753 PENYELUNDUPAN_ MANUSIA
DAN_ANCAMAN_KEAMANAN_MARITIM_INDONESIA diakses agustus 2020

Rute diatas digunakan oleh mafia jaringan internasional
perdagangan dan penyelundupan manusia, dari wilayah laut Indonesia ke
wilayah Australia. Korban dari penyelundupan dan perdagangan manusia
dalam rute tersebut umumnya berasal dari wilayah Timur Tengah dan Asia

tengah. Para mafia perdagangan manusia tersebut menganggap bahwa

% Agus Subagyo, dan Dadang Sobar Wirasuta, “Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan
Maritim Indonesia”, Jurnal Pertahanan, Volume 3, nomor 3, 2013, hal 161, diakses pada juli
2020https://www.researchgate.net/publication/322306753
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wilayah laut Indonesia secara relative bebas dan lemah akan pengawasan
dari pihak berwenang Indonesia.®

Dengan adanya rute perdagangan dan penyelundupan manusia
tersebut membuat Indonesia dan Australia merasa perku diadakannya
suatu kerjasama keamanan, yang menguntungkan kedua belah pihak, serta
menekan angka perdagangan manusia.

B. Dinamika Hubungan Indonesia dan Australia dalam bidang keamanan

Dinamika hubungan Indonesia dan Australia menjadi suatu
fenomena tersendiri dalam hubungan internasional sebab terkadang
hubungan kedua negara dapat berlangsung secara harmonis, namun
terkadang hubungan mereka seringkali memanas dikarenakan gesekan
politik hingga isu ekonomi dan keamanan.

Pada awal mula hubungan Indonesia dan Australia diperkirakan
abad ke IX, ketika para pelaut menjual hasil lautnya. Kemudia memasuki
era kolonialisasi bangsa Eropa, hubungan kedua negara semakin
berkembang karena adanya jalur pelayaran internasional yang
menghubungkan kedua negara.

Pasca kemerdekaan Indonesia, hubungan Indonesia dan Australia
mengalami pasang surut, dimana pada era kepemimpinan Presiden
Soekarno hingga Presiden Megawati hubungan kedua negara memiliki
cirri khas tersendiri dan cenderung memiliki hubungan yang baik, namun

pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hubungan keduanya

% Op, cit hal 161
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mengalami kemunduran akibat dari tindakan Australia yang menyadap alat
komunikasi beberapa petinggi Indonesia. Berikut beberapa gambaran
mengenai karakter dan orientasi politik luar negeri Indonesia terhadap
Australia.

Tabel 1: Karakter dan orientasi politik luar negeri Indonesia
terhadap Australia.

No Periodeisasi Keterangan
Pra Kolonialisasi - Kerjasama dijalankan dalam
Barat pragmatism hubungan

kerjjasama untuk memenuhi
kepentingan di masing-masing

pihak.

Masa kemerdekaan - Kerjasama tidak dapat berjalan
dan era Soekarno secara efektif karena adanya
benturan politik dimana pihak
Australia  dipersepsikan oleh
Indonesia sebagai sekutu dari

kelompok kolonialisasi Belanda.

Era Soeharto - Kerjasama dijalankan dalam
kerangka pragmatism politik
dengan Mengedepankan aspek

perolehan.

Era B.J Habibie - Pada awal pemerintahan




menghadapi masalah legitimasi
yang serius sehingga
membutuhkan dukungan yang
besar dari masyarakat domestik
namun tidak mendapatkan hasil
yang positive akhirnya meminta
dukungan masyarakat
internasional.

- Kebijakan Habibie = dalam
memberikan opsi referendum
pada Timor-Timor.

- Australia melakukan intervensi
sehingga merusak hubungan
bilateral antar dua negara, dan

juga membela tindakan Timor-

Timor.®’
5. Era  Abdurrahman - Politik luar negeri Indonesia
Wahid pada masa ini mirip dengan

politik luar negeri Indonesia
pada masa Soekarno, dimana

lebih menekankan pada citra

67Wirengjurit, Dian. “Agenda Reformasi Politik Luar Negeri”’, Diakses dari
http://buletinglitbang.dephan.go.id/index1.asp?vnomor=6&mnorutisi=6, pada desember 2019
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Indonesia di kancah
internasional.

Hubungan Indonesia dengan
dunia internasional mengalami
kemundurn setelah lepasnya

Timor-Timor.®®

Era Megawati

Soekarno Putri

Kerjasama tidak dapat berjalan
secara efektif karena orientasi
politik ~ luar  negeri  yang
diarahkan ke  terbentuknya
kerjasama dengan negara-negara
baru, diantaranya Rusia, China,

dan lain-lain.

Era Susilo Bambang

yudhoyono

Memprioritaskan isu terorisme
dan juga lebih meningkatkan
kerjasama kontra-terorisme baru
untuk  menjaga  keamanan

nasional Indonesia.®®

Sumber: data diolah oleh penulis dari berbagai sumber

68Wirengjurit, Dian. “Agenda Reformasi Politik Luar Negeri”, Diakses dari
http://buletinglitbang.dephan.go.id/index1.asp?vnomor=6&mnorutisi=6, pada desember 2019
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Dari tabel di atas maka dapat dipahami tentang orientasi dan
masing-masing rezim yang berhasil mewarnai dinamika hubungan
bilateral Indonesia dan Australia. Perkembangan hubungan antara
Indonesia dan Australia tidak lepas dari sejarah panjang pada masa pra-
sejarah ketika kedua wilayah terhubung secara geografis.

Gambar 3: Peta Indonesia dan Australia masa pra-sejarah
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Sumber: Diolah dari Mc. Ricklefs, A Histoty Modern of Indonesia Since 1200 C,
Palgraff Mc Millan, New York, 2012, hal.186

Indonesia dan Australia ialah tetangga yang dekat dengan berbagai
kesamaan seperti pada hewan dan tumbuhan, juga hubungan sosial dan
budaya. Secara geohistoris hubungan Indonesia dan Australianyatanya
sudah sejak masa sejarah manusia. Dimana pada masa itu Australia
menyatu dengan wilayah Irian Jaya, dan Papua Nugini.

Pada periode 1788 sampai 1901 dimana kedua negara masih

berada dibawah kekuasaan negara lain, dimana Australia berada dibawah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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jajahan Inggris sedangkan Indonesia berada dibawah jajahan Belanda,
menjadikan hubungan keduanya dibawah kendali Inggris dan Belanda.
Pada tahun 1790 sampai seterusnya, pemerintahan Inggris dan Belanda
memperluas wilayah perdagangannya di seluruh dunia, sehingga
berkembang jalur pelayaran tetap antara Indonesia dan Australia.
Hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Australia memiliki
sejarah yang panjang dan penting bagi keduanya dalam menyusun
kebijakan politik luar negri yang akan diambil, terlebih pada era
globalisasi ini, dimana muncul berbagai isu-isu kontemporer yang
membuat keduanya memilih untuk menjalin kerjasama baik itu keamanan,
politik, sosial, ekonomi, dan budaya, dan juga jangan lupakan kerjasama
dalam War On Terror sebagai kerjasam internasional keduanya, hingga
kerjasama dalam menangani perdagangan manusia.
C. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Manusia
a. Faktor ekonomi
Permasalahan yang sering memicu terjadinya perdagangan
manusia ialah faktor ekonomi. Ekonomi menjadi salah sayu
penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilator belakangi
oleh kemiskinan, lapangan pekerjaan yang tidak sebandding dengan
banyaknya jumlah penduduk.Kemiskinan selalu menjadi masalah
yang sulit ditangani oleh negara berkembang, tak terkecuali

Indonesia.Kemiskinan dan  minimnya lapangan  pekerjaan



63

menjadikan banyak warga negara memilih untuk mecari pekerjaan
diluar negeri.”

Selain kemiskinan, kesenjangan pada tingkat kesejahteraan
juga menyebabkan terjadinya perdagangan manusia, dan juga
keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi menjadi faktor yang
perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan
kemiskinan.

b. Tingkat Pendidikan

Pembentukan sumber daya manusia (SDM) ikut andil dalam
latar belakang masalah perdagangan manusia di Indonesia, sebab hal
tersebut tidak dibarengi dengan pembentukan dan pengembangan
akses pendidikan yang memadai.Sehingga mereka rentan menjadi
korban perdagangan manusia sebab kurangnya akses pendidikan
menjadikan keterbatasan bagi mereka dalam mencari pekerjaan,
hingga mereka tergiur dengan pekerjaan bergaji besar tanpoa tahu

akibat dari pekerjaan tersebut.
c. Sosial Budaya

Dalam tatanan sosial-budaya yang berkembvang di Indonesia
menempatkan perempuan tidak setara dengan laki-laki, meskipun
telah banyak aksi maupun tindakan akan kesetaraan gender. Namun

hal ini tersebut belum dapat menyentuh seluruh lapisan mansyarakat,

"0 Everd Scor Rider Daniel, dkk, 2016, Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur,
Social Work Jurnal No. 1 Vol. 7
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sehingga banyak perempuan yang dengan minim tingkat pendidikan
menjadi sasaran empuk bagi pelaku perdagangan manusia.
Ketidaksetaraan gender membuka kesempatan akan eksploitasi

perempuan.

. Penegakan Hukum

Penegakan hukum vyang lemah menjadikan praktik
perdagangan  manusia di  Indonesia  menjadi  semakin
subur.Pemerintah  telah  menunjukkan  keseriusannya dalan
menangani perdagangan manusia dengan mengeluarkan bebapa
kebijakan dan instrument hukum.Namun implementasi dari
kebijakan dan instrument hukum dirasa masih kurang.Meskipun
pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan Dan

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Dalam pemenuhan standar minum  pemberantasan
perdagangan manusia, pemerintah Indonesia masih  belum
mencukupi, sebab minimnya pemahaman petugas menjadi salah satu
penyebab lambannya penanganan perdagangan manusia, sehingga
terjadi keterlambatan dalam mengidentifikasi korban dan menjerat

pelaku kejahatan.

. Kebijakan Pemerintah

Sebagai kategori kejahatan luar biasa, tindak pidana

perdagangan manusia.Hal ini menjadikan pemerintah mulai secara
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intensif dan proaktif dalam upaya pencegahan dan penanganan
perdagangan manusia. Terbukti pada tahun 2009 dengan
dikeluarkannya Peraturan Menteri No. 25 tahun 2009 oleh Menteri
Bidang Kesejahteraan Rakyat, Mengenai Rencana Aksi Nasional
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dan
Eksploitasi Seksual pada tahun dengan kurun waktu 2009-2014.
Kemudian berlanjut pada pemerintahan Presiden jokowi dengan

rentang waktu 2016-2019.™

f. Adanya migrasi
Migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh warga dari
beberapa negara seperti negara-negara Timur Tengah dan Asia
Tengah. Selain migrasi yang dilakukan oleh warga Timur Tengah
dan Asia Tengah, namun juga berasal dari internal warga negara
Indonesia sendiri. Migrasi yang dilakukan oleh warga Indonesia ini
mengacu pada jumlah warga Indonesia yang bekerja diluar negeri

masih sangat tinggi.”

Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab maraknya perdagangan
manusia yang terjadi di Indonesia. Oleh Kkarenanya perlu adanya
penanganan khusus dari pihak berwenang dalam menangani perdagangan

manusia di Indonesia. Apalagi jika faktanya Indonesia menjadi negara

™ putri Utami, 2017, Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking
di Indonesia, ejournal Hubungan Internasional, Vol. 5, Nomor 4

"2 Thohir Yuli Kusmanto, Trafficking: Sisi Buram Migrasi Internasional, jurnal
SAWWA, volume 9, Nomor 2, 2014, hal 233.
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asal, negara transit, dan juga negara tujuan, bagi perdagangan manusia.
Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia perlu adanya penanganan khusus
baik dari internal Indonesia maupun ekternal Indonesia yakni dengan
kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani perdagangan
manusia di Indonesia bersama Australia. Australia dipilih karena,

Australia ingin mencegah perdagangan manusia memasuki wilayahnya.

D. Upaya Indonesia dalam Menangani Perdagangan Manusia

Upaya Indonesia dalam menangani maalah perdagangan manusia
di negaranya yakni dengan meratifikasi beberapa konvensi yang berkaitan
dengan perdagangan manusia seperti:

a. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women (CEDAW). Konvensi ini membahas mengenai

b. penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang
kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui undang-undang
nomor 7 tahun 1984 tentang perlindungan perempuan dari
diskriminasi segala bentuk.

c. Convention of International Labour Organization (ILO). Konvensi
ini mengenai pengahapusan bentuk-bentuk pekerjaan buruk untuk
anak-anak yang diratifikasi melalui konstitusi Republik Indonesia
Nomor 1 tahun 2000.

d. Convention of United Nation (UN). Konvensi yang menentang
kejahatan transnasional terorganisir, mengenai pencegahan,

penekanan, dan penghukum bagi pelaku perdagangan manusia,
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terkhususnya untuk anakanak dan perempuan, serta penyelundupan

migran melalui darat, laut dan udara melalui Protokol Palermo di

Italia pada Tahun 2000 dan diratifikasi undang-undang Nomor 5

Tahun 20009.

e. Protocol Against the Smuggling Of Migrants By Land, Sea And
Air, Supplementing the United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime tentang perlawanan terhadap
penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara terhadap
proses larangan perdagangan manusia yang diratifikasi dalam
undang-undang Nomor 15 Tahun 2009.

Selain meratifikasi berapa konvensi, Indonesia juga membuat dasar
hukum akan perdagangan manusia yang tertuang dalam undang-undang
nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan
orang, dengan pemberantasannya melalui factor internal maupun
eksternal.”

Selain dengan ratifikasi beberapa konvensi yang dilakukan oleh
Indonesia, terdapat beberapa upaya lain yang dapa dilakukan oleh
Indonesia. Menurut Tri Wahyu Widiastuti™® terdapat beberapa upaya yang

dapat dilakukan oleh Indonesia yakni”>:

" Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), hal: 14-19. Dalam skripsi Ilhammul Azis Osmond, Peran International organization of
migration dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2015-2018,
tahun 2019 hal 20-21

" Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

"> Tri Wahyu Widiastuti, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Trafficking), jurnal Wacana Hukum, volume 1X, 2010, hal 113.
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1.  Pemetaan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia
baik untuk tujuan dosestik maupun internasional.

2. Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan
alternative bagi anak-anak perempuan, termasuk sarana dan
prasarananya, sebab anak-anak perempuan dan perempuan
paling banyak menjadi korban perdagangan manusia.

3.  Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian
informasi  seluas-luasnya  mengenai  tindak  pidana
perdagangan manusia.

4.  Diperlukannya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya
perempuan dan anak-anak untuk memperoleh pendidikan,
pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial.

Upaya-upaya tersebut agar dapat terwujud diperlukannya

kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, LSM,
organisasi internasional, organisasi masyarkat, dan media massa. Akkan
tetapi berdasarkan data perdagangan manusia yang telah peneliti sebutkan
dalam latar belakang masalah masih terpat peningkatan kasus perdagangan
manusia, meskipun sebeumnya telah mengalami penurunan. Oleh
karenanya Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan negara yang
menjadi tujuan dari perdagangan manusia, seperti Australia.

Bagi Australia penting untuk menangani masalah perdagangan

manusia yang terjadi di regional kawasan. Oleh karena itu Australia
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memberikan respon dan tanggapannya pada masalah perdagangan manusia
ini melalui 3 tahap yakni:

1. Pencegahan
Tahap ini berfokus akan cara mengatasi kerentanan masyarakat
sebagai korban perdagangan manusia dengan cara diadakannya
kampanye, peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan,
inisiatif kredit mikro, peningkatan akses pendidikan bagi
mereka yang rentan menjadi korban perdagangan manusia.
Melalui pendekatan kontemporer yakni dengan lebih proaktif
termasuk memperbaiki hukum yang lemah dan kebijakan
perlindungan, dengan fokus pada kebijakan dan praktik migrasi
yang aman.

2. Penuntutan
Tahapan ini berfokus pada lembaga peradilan pidana, penegak
hukum, penuntutan dan pengadilan. Dengan pengembangan
dan implementasi undang-undang anti-perdagangan orang
tertentu, peningkatan kapasitas petugas polisi, jaksa, dan hakim
untuk menyelidiki dan mengadili tuduhan dan kasus
perdagangan manusia. Respon seperti itu semakin meningkat
diiringi dengan upaya kerjasama lintas batas negara secara
saling legal bantuan dan penuntutan yang bersifat bersama
yang mengakui sifat transnasional perdagangan manusia.

3. Perlindungan
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Tahapan ini berisi Perlindungan, yang didalamnya termasuk
penyelamatan dan rehabilitasi korban perdagangan manusia,
dicapai melalui penyediaan berbagai layanan yang mencakup
perlindungan, dukungan medis dan psikososial, bantuan
hukum, dan dukungan untuk pemulangan yang aman dan
reintegrasi korban.

Dengan melihat tiga tahapan dalam menanangani perdagangan
manusia maka Australia merasa perlu adanya kerjasama dengan negara
yang memiliki masalah perdagangan manusia seperti yang terjadi paba
beberapa negara di ASEAN, contohnya Indonesia, Thailand, Myanmar,
Laos, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Dalam penelitian ini kerjaama
yang dipilih oleh penulis dalam melihat penanganan perdagangan manusia
yang terjadi di Indonesia ialah kerjasama Indonesia dan Australia yang
terbentuk dalam kerangka kerjasama bernama Australia — Asia Program to
Combat Trafficking in Persons (AAPCTIP), kerjasama ini berlangsung
dari tahun 2013-2018.

E. Kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan
manusia

Terdapat beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan
Australia dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia pada tahun
2016-2017, akan tetapi pada penelitian ini peneliti ingin  memfokuskan
pada kerjasama Indonesia dan Awustralia dalam kerangka kerjasama

Australia — Asia Program To Combat Trafficking In Persons (AAPCTIP).
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AusAID mengusulkan program lainnya untuk melanjutkan
program-program sebelumnya yakni program Australia-Asia Program to
Combat Trafficking in Persons (AAPCTIP). Program ini Australia-Asia
Program to Combat Trafficking in Persons (AAPCTIP) memiliki ruang
lingkup yang lebih besar dengan bekerjasama dengan Association of South
East Asian Nations (ASEAN), organisasi yang berfokus pada perdagangan
manusia, dan juga dengan Negara mitra, yang termasuk dalam Negara
mitra diantaranya ialah Indonesia, Myanmar, Thailand, Lao PDR,
Vietnam, dan Philipina. AAPTIP diimplementasikan selama lima tahun
(2013- 2018) di tingkat regional Asia Tenggara bekerjasama dengan
Association of South East Asian Nations (ASEAN), ASEAN Secretariat
(ASEC) dan juga di tingkat nasional bekerjasama dengan pemerintah
program dilaksanakan.

Tujuan AAPCTIP ialah untuk mengurangi insentif dan peluang
pada perdagangan manusia dengan mengunakan asumsi bahwa sistem
peradilan pidana dapat melakukan tugasnya seperti investigasi,
penuntutan, serta menjatuhkan hukuman bagi pelaku perdagangan
manusia, dengan berlakunya sistem peradilan pidana yang efektif dapat
memberikan jaminan kepada korban akan rasa aman dan terlindungi.
Untuk mendukung tujuannya AAPCTIP menetapkan 7 tujuan dimana tiga
diantaranya beroperasi pada tingkat regional dan direplikasi di tingkat

nasional sedangkan yang empat akan beroperasi pada tingkat nasional.
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AAPCTIP mencakup tujuh tujuan dalam tingkat regional yang
mendapatkan hasil"®:

Tabel 2: Tujuan AAPCTIP di tingkat regional dan nasional

No Outcomes Long-term outcomes Intermediate

indicator outcomes

1. | Dukungan kerangka | Legislative yang peka | Perjanjian,  dan

kerja legislative | terhadap isu gender | deklarasi
yang diperkuat | akan memusatkan | mengenai
dengan  tanggapan | perhadian terhadap | perdagangan
criminal justice yang | korban agar | manusia.
efektif terhadap | mendapatkan hak-

kasus perdagangan | haknya ketika peradilan
manusia. pidana untuk pelaku
perdagangan  manusia
dilaksanakan baik
ditingkat regional

maupun nasional

2. | Meningkatkan Penunjukan kerjasama | Membangun
investigasi dan | regional dan nasional | jaringan spesialis
peradilan  regional | dalam perdagangan | regional
dalam kasus | manusia. jaksa penuntut
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perdagangan kasus
manusia perdagangan
manusia
Perluasan bukti | Penelitian yang | Pemantauan dan
dalam berkualitas untuk | evaluasi
mengembangkan mendapatkan  produk | terstandarisasi
kebijakan dan | yang efektif dan | sistem termasuk
pengambilan strategis dalam | data anti-
keputusan memperluas kebijakan | perdagangan yang
terhadap barang bukti | dapat digunakan
di  tingkat regional | oleh
maupun nasional Mitra AAPCTIP
Kasus perdagangan | Mekanisme dan | Tidak
manusia  diselidiki | prosedur nasional | membedakan

secara efektif dan

dalam mengumpulkan

gender dalam

responsive. barang bukti | menjalankan

meningkat. proses peradilan
pidana.

Aparat penegak | Diperkuat kapasitas | Kapasitas  yang

hukum terhadap | penuntutan nasional | didemonstrasikan

kasus perdagangan | yang berpusat pada | dibangun  untuk

manusia dapat | korban efektif dan

berlaku secara investigasi
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efektif teerhadap

keadilan.

sensitif yang
berpusat pada
gender.

Kasus-kasus

perdagangan

manusia dapat
diputuskan  secara
adil tanpa

keterlambatan

hokum

Membaiknya

sistem

pengadilan nasional.

Peningkatan
kapasitas  jaksa
dalam hal
manajemen beban

kasus, penilaian

risiko,
pengawasan
Kinerja
persidangan dan
akses ke

pengadilan
bantuan teknis di

tingkat nasional.

Korban perdagangan

manusia sepenuhnya

didukung hak-
haknya melalui
proses peradilan

pidana.

Sistem

semakin

terhadap gender

nasional

sensitive

dan

berpusat pada korban

pada semua

peradilan pidana.

sistem

Tidak
membedakan
gender dalam

menjalankan
proses peradilan

pidana.
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Sumber: Data diolah oleh penulis
Setiap tahun selama masa berlakunya program AAPCTIP, dimana
berlangsung selama 5 tahun dalam kurun waktu 2013-2018. AAPCTIP
pada program tingkat nasional negara mitra, dalam penelitian ini
Indonesia, AAPCTIP akan terus mendukung program yang telah
dilaksanakan sebelumnya dalam program ARTIP, dan juga AAPCTIP
akan menyelaraskan kegiatannya dengan kegiatan dan struktur nasional.”’
Di Indonesia, AAPCTIP bekerja dengan Unit Anti-Trafficking
dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan
kegiatan yang meningkatkan investigasi masalah perdagangan manusia,
termasuk  juga membantu  Polri  untuk  menyesuaikan dan
mengimplementasikan ASEAN ‘Training Program on TIP for Anti-
Trafficking Unit Comanders’. AAPCTIP juga mendukung jaksa Indonesia
melalui pelatihan pengembangan profesional, termasuk bermitra dengan
Nexus Institute untuk meningkatkan identifikasi korban dan meningkatkan
akses ke lembaga peradilan pidana dalam kasus perdagangan manusia.’®
F. Analisis Bentuk dan  Implementasi Kerjasama Indonesia dan
Australia
Indonesia yang sering kali menjadi rute perdagangan dan

penyelundupan manusia, menjadikan Indonesia merasa terancam

kesejahteraannya. Oleh karena itu Indonesia melakukan berbagai upaya

7 Australian Agency For International Development, Australia-Asia Program to Combat
Trafficking in Persons (AAPCTIP) Project Design. Hal VII

" https://www.70yearsindonesiaaustralia.com/program-kami/asean-australia-counter-
trafficking-program-kgk3f diakses april 2020
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dalam menangani perdagangan manusia. Upaya yang dilakukan oleh
Indonesia adalah dengan meratifikasi beberapa konvensi yang berkaitan
dengan perdagangan manusia seperti Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Convention of
International Labour Organization (ILO), Convention of United Nation
(UN), Protocol Against the Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Aiir,
Supplementing the United Nations Convention Against Transnational
Organized Crime, selain itu Indonesia juga membuat dasar hukum akan
perdagangan manusia seperti yang tertuang dalam undang-undang nomor
21 tahun 2007.

Meskipun telah melakukan beberapa upaya seperti yang tersebut di
atas, kasus perdagangan manusia di Indonesia masih tinggi terbukti pada
tahun 2017, kasus perdagangan manusia berjumlah 123 kasus, dan juga
kasus perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara
yang memerlukan kerjasama dengan negara lain dalam penyelesaiannya.
Oleh karenanya Indonesia memerlukan negara lain untuk membantu
penyelesaian masalah perdagangan manusia. Indonesia juga dituntut untuk
terus meningkatkan upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebut
melalui suatu format kerja sama dengan negara-negara tetangga secara
komprehensif. Hal ini sesuai dengan teori kerjasama internasional dimana
suatu negara tidak dapat berdiri sendiri untuk itu kerjasama dengan negara

lain amat sangat diperlukan.
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Menurut KJ Holsti kerjasama internasional merupakan pandangan
atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh
negara lain akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan
nilai-nilainya. Seperti halnya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan
Australia dalam menangani perdagangan manusia. Dimana Australia
membuat wadah kerjasama dalam menangani perdagangan manusia.
Wadah tersebut berupa inisiatif pemerintah Australia untuk memperkuat
upaya penegakan hukum dalam menangani tindak pidana perdagangan
manusia yakni Australia — Asia Program to Combat Trafficking in Persons
(AAPCTIP), yang merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan
oleh Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan manusia.

Dalam penelitian ini menggunakan rezim internasional menurut
Krasner. Krasner mengatakan bahwa rezim internasional adalah
serangkaian prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan
dimana para aktor bertemu pada area tertentu dalam hubungan
internasional, yang juga dipengaruhi adanya sebab akibat dari sebuah
permasalahan. Terjadinya kerjasama Indonesia dan Australia ini pastinya
ada sebab akibat yang timbul. Ada beberapa penyebab adanya perdagangan
manusia Yyang terjadi di Indonesia, seperti kemiskinan, rendahnya
pendidikan, adanya migrasi, social-budanya, penegak hokum, dan
kebijakan pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya jumlah

korban perdagangan manusia di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan
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suatu rezim internasional yang dapat membantu menekan jumlah
perdagangan manusia di Indonesia. Salah satunya adalah AAPCTIP.

AAPCTIP diimplementasikan selama lima tahun (2013- 2018) di
tingkat regional Asia Tenggara bekerjasama dengan Association of South
East Asian Nations (ASEAN), ASEAN Secretariat (ASEC) dan juga di
tingkat nasional bekerjasama dengan pemerintah program dilaksanakan.
Kerjasama ini memiliki ujuan sebagai berikut: di tingkat regional ASEAN:
(i) Memperkuat kerangka kebijakan yang mendukung upaya penegakan
hukum yang efektif; (ii) Memperkuat upaya investigasi dan kerjasama
penegakan hukum; dan (iii) Memperkuat upaya kajian untuk pembuatan
kebijakan yang berbasis bukti empiris. Sedangkan di tingkat nasional
(Indonesia), antara lain: (i) Mendukung upaya investigasi kasus
perdagangan orang Yyang efektif dan responsive; (ii) Meningkatkan
kemampuan jaksa dalam penuntutan kasus perdagangan orang; (iii)
Mendukung peradilan kasus perdagangan orang yang cepat dan adil; dan
(iv) Memperkuat upaya perlindungan terhadap korban di setiap tingkatan
proses hukum. Selain memiliki kemampuan bantuan pendanaan, AAPCTIP
juga memilki kemampuan untuk memberikan bantuan dan nasihat teknis
yang diberikan oleh konsultan dan spesialis international dan nasional yang
berpengalaman khususnya dalam investigasi, penuntutan, dan mengadili
kasus TPPO serta monitoring dan evaluasi program.

Jika melihat pada tujuan AAPCTIP hal ini sesuai dengan syarat

utama adanya kerjasama internasional. Syarat utama kerjasama
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internasional yakni menghargai kepentingan nasional masing-masing
negara dan keputusan yang diambil bersama dalam menghadapi masalah.
Syarat tersebut tercermin dalam tujuan AAPCTIP dimana Australia
menghargai kepentingan nasional Indonesia dengan mendukung upaya
investigasi dan peradilan kasus perdagangan manusia. Sedangkan dalam
hal pengambilan keputusan bersama tercermin dalam meningkatkan dan
memperkuat upaya perlindungan terhadap korban dalam setiap proses
hukum.

Di Indonesia, AAPCTIP bekerjasama dengan aparat penegak
hukum khususnya yang menangani perdagangan manusia di Indonesia.
AAPCTIP juga menegaskan dalam desain projeknya bahwa AAPCTIP
akan menyelaraskan kegiatannya dan juga mendukung serta membiayai
beberapa program yang telah dilakukan oleh negara mitra dalam hal ini
Indonesia. Selain itu juga AAPCTIP juga bekerjasama dengan beberapa
lembaga yang berwenang dalam perlindungan korban.

Pada tahun 2016 AAPCTIP melakukan pengembangan dan menguji
coba panduan serta alat identifikasi korban tindak pidana perdagangan
orang. Kerjasama ini dilakukan oleh AAPCTIP dengan Gugus Tugas
Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu AAPCTIP juga AAPCTIP
mendanai penelitian yang berjudul “Pulang Ke Rumah” buku ini
mendefinisikan reintegrasi sebagai ‘proses pemulihan dan inklusi ekonomi
dan sosial setelah pengalaman trafficking. Sebaiknya dfahami sebagai suatu

proses dimana korban tindak pidana perdagangan orang menentukan arah
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hidupnya sejalan dengan pemulihan dan mulai melangkah kedepan dari
trafficking’ e

Pada tahun 2017 AAPCTIP melakukan peluncuran dan sosialisasi
pedoman penyidikan keuangan dalam kasus tindak pidana perdagangan
manusia di Indonesia, kali ini AAPCTIP bekerjasama dengan instansi
PPATK.® Selain itu AAPCTIP juga melakukan workshop bersama
beberapa instansi pemerintah Indonesia yakni Polri, LPSK, Pengadilan, dan
SBMI.2 AAPCTIP juga memfasilitasi pertemuan antara Indonesia dan

Malaysia terkait maslaah penyidikan tindak pidana perdagangan orang.

™ http://sbmi.or.id/2016/05/memotret-reintegrasi-korban-trafficking-di-indonesia/ diakses
juli 2020

80 http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/866/* diakses juli 2020

8 https://republika.co.id/amp/oh40g614 diakses pada juli 2020
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui uraian bahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat
disimpulkan bahwa skripsi ini berbicara mengenai kerjasama anatara
Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan manusia di
Indonesia pada tahun 2016-2017 yang ditinjau melalui teori kerjasama
internasional. Rumusan masalah yang coba dijawab oleh peneliti adalah
bagaimana implementasi kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam
menangani perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2016-2017.

Jadi bentuk kerjasama oleh Indonesia dan Australia dalam
menangani perdagangan manusia yakni dalam kerangka kerjasama
Australia — Asia Program to combat Trafficking in Persons (AAPCTIP).
Kemudian implmenetasi dari rezim internasionalnya adalah AAPCTIP.
AAPCTIP bekerja dengan Unit Anti-Trafficking dalam Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan kegiatan yang
meningkatkan investigasi masalah perdagangan manusia, termasuk juga
membantu Polri untuk menyesuaikan dan mengimplementasikan ASEAN
‘Training Program on TIP for Anti-Trafficking Unit Comanders’.
AAPCTIP juga mendukung jaksa Indonesia melalui pelatihan

pengembangan profesional, termasuk bermitra dengan
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Nexus Institute untuk meningkatkan identifikasi korban dan meningkatkan
akses ke lembaga peradilan pidana dalam kasus perdagangan manusia.
Pada tahun 2016 AAPCTIP melakukan pengembangan dan menguiji
coba panduan serta alat identifikasi korban tindak pidana perdagangan
orang. Kerjasama ini dilakukan olen AAPCTIP dengan Gugus Tugas
Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu AAPCTIP juga AAPCTIP
mendanai penelitian yang berjudul “Pulang Ke Rumah” buku ini
mendefinisikan reintegrasi sebagai ‘proses pemulihan dan inklusi ekonomi
dan sosial setelah pengalaman trafficking. Sebaiknya dfahami sebagai
suatu proses dimana korban tindak pidana perdagangan orang menentukan
arah hidupnya sejalan dengan pemulihan dan mulai melangkah kedepan

dari trafficking’.

Pada tahun 2017 AAPCTIP melakukan peluncuran dan sosialisasi
pedoman penyidikan keuangan dalam kasus tindak pidana perdagangan
manusia di Indonesia, kali ini AAPCTIP bekerjasama dengan instansi
PPATK. Selain itu AAPCTIP juga melakukan workshop bersama
beberapa instansi pemerintah Indonesia yakni Polri, LPSK, Pengadilan,

dan SBMI.

. Saran

Dari penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan dimana
hanya berfokus pada kerjasama Indonesia dan Australia dalam AAPCTIP,
serta dalam membaca kerjasama tersebut hanya menggunakan teori

kerjasama internasional saja. Maka dari keterbatasan ini peneliti
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merekomendasikan penelitian yang lebih lanjut pada kerjasama
internasional lainnya, misalnya jumlah korban yang terdekteksi sehingga
dapat melihat secara komprehensif tentang pencapaian atas kerjasama
Indonesia dan Australia, maupun Kkebijakan lain yang dapat lebih
membantu atas hak-hak korban. Selain memberikan rekomendasi untuk
penelitani selanjutnya, peneliti juga ingin menyampaikan saran kepeda
pemerintah Indonesia tentang data perdagangan manusia. Karena peneliti
melihat bahwa data perdagangan manusia yang ada di Indonesia ini selalu
berbeda jumlah kasusnya dari instansi pemerintah dengan instansi
pemerintah lainnya, hal ini menyebabkan peneliti kesulitan dalam

pengalian data tentang perdagangan manusia.
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